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ABSTRAK 

Pesatnya perkembangan keuangan syariah pada saat ini selaku pihak yang 

terlibat secara langsung dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

mu’amalah, akademisi keungan islam dituntut aktif berkontribusi dalam 

pengkajian mengenai penerapan akad-akad mu‟amalah yang kini bermunculan 

sebagai sebuah bukti bahwa industri keuangan syariah yang makin dinamis dan 

signifikan. Tak hanya bank syariah, lembaga keuangan mikro seperti BMT pun 

turut andil dalam menghadapi pesatnya industri ini. Sama halnya yang 

diimplementasikan di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 

diamana secara sederhana lembaga keuangan mikro ini telah 

mengimplementasikan hybrid contract kedalam produk pembiayaan ījarah 

muntahiya bittamlik.  

Penelitian ini merupakann penelitian lapangan (field research) yaitu 

dengan penulis terjun langsung ke lapangan. Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif, adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

kualitatif yakni dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. 

Berdasarkan hasil yang penelitian yang dilakukan penulis dimana KSU BMT 

Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menerapkan hybrid contract akad 

bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) pada pembiayaan ījarah 

muntahiya bittamlik (IMBT) namun berdasarkan PSAK 107 tentang ījarah, KSU 

BMT Dana Mentari hanya melakukan satu metode pemindahan kepemilikan dari 

empat cara yang ada di dalam PSAK 107. 

 

Kata Kunci : hybrid contract, al-‘uqud al-mutaqabilah, ījarah muntahiya 

bittamlik (IMBT) 
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ABSTRACT 

The rapid development of Islamic finance at this time as a party directly 

involved in the development of knowledge regarding mu‟amalah, Islamic finance 

academics are required to actively contribute to the study of the application of 

mu‟amalah contracts which are now emerging as evidence that the Islamic finance 

industry is increasingly dynamic and significant. Not only Islamic banks, 

microfinance institutions such as BMT also contribute to this fast-paced industry. 

This is the same as what was implemented at KSU BMT Dana Mentari 

Muhammadiyah Purwokerto, where in simple terms this microfinance institution 

has implemented a hybrid contract into the product of ījarah muntahiya bittamlik 

financing. 

This research is a field research, where the author goes directly to the field. 

The research used is qualitative research, while the methods used in collecting 

qualitative data are by means of observation, interviews, documentation, and 

triangulation. Based on the results of the research conducted by the author, where 

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto applies a hybrid contract 

dependent/conditional contract (al-'uqud al-mutaqabilah) in financing ījarah 

muntahiya bittamlik (IMBT) but based on PSAK 107 regarding ījarah, KSU BMT 

Dana Mentari only perform one method of transfer of ownership of the four 

methods contained in PSAK 107. 

 

Keywords : hybrid contract, al-‘uqud al-mutaqabilah, ījarah muntahiya 

bittamlik (IMBT) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN) 

 

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ط

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر
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 Dal d De ص

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ط

 Ra r er ع

 Zai z zet ػ

 Sin s es ؽ

 Syin sy es dan ye ف

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) غ

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge ؽ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ن

 Lam l el ي
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َ Mim m em 

ْ Nun n en 

ٚ Wau w we 

٘ Ha h ha 

 Hamzah „ apostrof ء

ٞ Ya y ye 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ْٞ  Fathah dan ya ai a dan i 

..َ. ْٚ  Fathah dan wau au a dan u  

Contoh: 

 kataba  وَزتََ  -

-  ًَ  fa`ala  فؼََ

-  ًَ  suila  ؿُئِ

 kaifa  و١َْفَ  -

يَ  - ْٛ  haula دَ

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ٜ.َ..

ya 

ā a dan garis di atas 

..ِ.ٜ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
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..ُ.ٚ Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  لَبيَ  -

- ٝ َِ  ramā  عَ

-  ًَ  qīla  ل١ِْ

يُ  - ْٛ  yaqūlu  ٠َمُ

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

غْفَبيِ لَ عَؤْظَخُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

عَحُ  - َّٛ َٕ ُّ ٌْ ض٠َِْٕخُ ا َّ ٌْ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  ا

munawwarah 

ٍْذَخْ  -  talhah    غَ
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

يَ  -  nazzala  ٔؼََّ

 al-birr  اٌجغِ   -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu اي, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. 

Contoh: 

-  ًُ جُ  ar-rajulu  اٌغَّ

-  ُُ ٌْمٍََ  al-qalamu ا

ؾُ  - ّْ  asy-syamsu اٌشَّ

ٌْجَلَ  - يُ ا  al-jalālu 
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu رأَسُْظُ  -

 syai‟un ش١َئ   -

ءُ  - ْٛ  an-nau‟u إٌَّ

-  َّْ  inna ئِ

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

-  َٓ اػِل١ِْ َٛ س١َْغُ اٌغَّ ُٙ َّْ اللهَ فَ َٚ ئِ   Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

َ٘ب - غْؿَب ُِ  َٚ َ٘ب  جْغَا َِ ُِ اللهِ  ْـ  Bismillāhi majrehā wa mursāhā  ثِ

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 
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nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-  َٓ ١ْ ِّ ٌْؼَبٌَ ضُ للهِ عَةِّ ا ّْ ٌْذَ  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  ا

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-  ُِ د١ِْ ِٓ اٌغَّ دّْ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  اٌغَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

-   ُ ع  عَد١ِْ ْٛ  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُ

ِ ا - ١ْؼًبلُ لِِلّ ِّ عُ جَ ْٛ ُِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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MOTTO 

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.  

–Lucius Annaeus Seneca.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan industri 

keuangan syariah, maka dituntut adanya inovasi dalam praktik mu’amalah 

dewasa ini. Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai bagian dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) yang membidangi fatwa dalam persoalan ekonomi, 

harus menjalankan perannya di atas Fatwa DSN MUI tersebut. Sampai 

dengan hari ini, DSN MUI telah mengeluarkan ratusan fatwa untuk 

melegitimasi regulasi keuangan syariah di Indonesia. Fatwa yang 

dikeluarkan DSN MUI mengikuti jenis akad yang telah ditentukan oleh para 

ulama klasik. Di samping itu, hadir pula fatwa yang tergolong inovatif, yang 

merupakan gabungan (sintesa) akad atau hybrid contract. Hybrid contract 

merupakan jenis akad yang merupakan kombinasi dari dua jenis akad atau 

lebih. Mungkin terdapat perbedaan pendapat terkait penggabungan akad 

apakah penggabungan akad menyebabkan batalnya suatu akad atau tidak (A. 

Munif et al., 2018). Hybrid contract atau multi akad dalam bahasa Indonesia 

berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan 

demikian, hybrid contract/multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad 

berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah 

fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-‘uqud 

al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Sedangkan kata al-

murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam’u, yakni 

mengumpulkan atau menghimpun dan secara pengertian ‘aqd berarti 

mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya 

kewajiban (Rusby & Hamzah, 2016) . 

Ditinjau dari pesatnya perkembangan zaman  salah satu penyokong 

penting didalam menciptakan produk keuangan syariah yang dapat 

menjawab berbagai  tuntutan kebutuhan di era  modern ini ialah dengan 
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melakuan pengembangan hybrid conctract/multi akad. Dimana  bentuk-

bentuk akad tunggal kini sudah tak lagi mampu merespon  transaksi 

keuangan kontemporer. Namun terbatasnya literatur ekonomi syariah di 

Indonesia yang mengembangkan teori bahwasanya  syara’ tidak 

memperbolehkan terjadinya dua akad dalam satu transaksi akad atau yang 

disebut  two in one. Larangan yang ditafsirkan secara dangkal sehingga 

menyebabkan  sempitnya pengembangan produk keuangan syariah di 

Inonesia, padahal sebenarnya syariah membolehkan multi akad dalam ruang 

lingkup yang sangat luas. Adapun bentuk dari hybrid contract dan produk 

akadnya meliputi: 

1. Hybrid contract  mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan nama 

baru, seperti bai’ istighlal , bai’ tawarruq, musyarakah mutanaqishah dan 

bai’ wafa’. 

2. Hybrid contract mujtami’ah/mukhtalitah, menghasilkan  nama akad baru 

tetapi juga tetap menyebut nama akad yang lama, contohnya sewa beli 

(bai’ at-takjiry) atau  lease and  purchase, mudharabah musytarakah pada 

life insurance dan juga deposito pada bank syariah.. 

3. Hybrid contract yang akadnya tidak bercampur serta tidak menciptakan 

nama baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap igunakan dalam suatu 

transaksi. Contoh mudharabah wal murabahah/ījarah/istisna pada 

pembiayaan terhadap karyawan instansi, hiwalah bil ujrah, rahn wal 

ījarah, qardh, rahn dan ījarah pada produk gadai emas di bank syariah 

4. Hybrid contract yang mutanaqidhah , yakni akad-akad yang berlawanan. 

Untuk bentuk akad ini dilarang dalam syariah. Contoh menggabungkan 

akad jual beli dan pinjaman (bai’ wa salaf), menggabungkan qardh wal 

ījarah dalam satu akad, menggabungkan qardh dengan janji hadiah.  Dari 

ketiga contoh tersebut dilarang oleh dalil syariah. 

Abdullah bin Al-Imrani membagi multi akad menjadi 5, salah 

satunya adalah akad bergantung/akad bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah). 

Al-mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan, sesuatu dikatakan 
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berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. 

Sedangkan yang dimaksud dengan al-‘uqud al-mutaqabilah adalah multi 

akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana 

kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua 

melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung 

dengan akad lainnya. Dari pemaparan tersebut hybrid contract akad 

bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) ini sangat memungkinkan 

untuk diterapkan dalam transaksi akad mu’amalah kontemporer sebagai 

bentuk inovasi dari tantangan dan dinamika dalam menjawab kebutuhan 

transaksi mu‟amalah yang semakin kompleks dalam perkembangan 

zaman.  

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan predikat sangat baik 

berdasarkan standar Net Interest Margin dan standard Return On Assets 

yang ditentukan Bank Indonesia, KSU BMT Dana Mentari memiliki 

tingkat rasio Net Interest Margin sebesar 15, 212% dari ketetapan Bank 

Indonesia yakni sebesar 6%, dan tingkat rasio Retrurn On Assets  24,75% 

dari standar Bank Indonesia sebesar 12% (Rahman, 2016). Jika dilihat dari 

besarnya asset, KSU BMT Dana Mentari merupakan salah LKM terbesar 

yang ada di Kabupaten Banyumas, dengan total asset per-31 Agustus 

mencapai Rp. 31.385.949.665.14.- dalam satu bulan (belum terhitung 

tahunan), dinilai dari besarnya asset dan lamanya beroperasi KSU BMT 

Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto penulis secara objektif menilai 

LKM ini sudah layak beratransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 pasal 5 ayat 

(1) BPR dapat didirikan dengan modal disetor paling sedikit (a) Rp. 

14.000.000.000.- (empat belas miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di 

zona 1; (b) Rp. 8.000.000.000.- (delapan miliar rupiah) bagi BPR yang 

didirikan di zona 2; (c). Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah) bagi 

BPR yang didirikan di zona 3; dan (d). Rp. 4.000.000.000.- (empat miliar 
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rupiah) bagi BPR yang didirikan di zona 4 (POJK.03/2014, 2014), namun 

sampai dengan saat ini KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto berdasarkan Badan Hukum No. 13246/BH/KWK.11/IX/97 

berbentuk sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitumaal Wat Tamwil 

(BMT). Selain karena faktor-faktor tersendiri, KSU BMT Dana Mentari 

Muhammadiyah Purwokerto secara geografis masih beroperasi hanya 

dalam satu wilayah kabupaten/kota saja, bila ditinjau berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 

disebutkann bahwa LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan 

rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika melakukan kegiatan 

usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM 

(IKNB, 2013).  Beberapa produk pembiayaan yang sangat diminati salah 

satunya yakni produk Ījarah, yang mana produk pembiayaan ini sebagian 

besar diakhiri dengan akad sewa beli atau pengalihan kepemilikan pada 

produk non-jasa atau disebut dengan Ījarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). 

Berdasarkan laporan neraca KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto per-31 Agustus 2022 pada kolom aktiva jumlah piutang akad 

ījarah menepati posisi tertinggi dengan nominal Rp. 3.445.257.895.-, 

disusul dengan pembiayaan musyarakah Rp. 2.614.389.883.- di urutan 

kedua, dan murabahah di urutan ketiga dengan nominal Rp. 

1.867.563.897.-.  

Tabel. 1 

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Pembiayaan Per-31 Agustus 2022 

Murabahah  Ījarah Mudharabah Musyarakah Qardh Rahn 

1.867.563.897 3.445.257.895 5.761.550 2.614.389.883 64.671.700 1.567.234.201 

Sumber: Arsip KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 

Dalam praktik umumnya IMBT menerapkan multi akad berupa 

sewa yang diakhiri dengan klausul pemindahan kepemilikan, namun pada 

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga menerapkan 

adanya jaminan (rahn) dalam akad pembiayaan IMBT sebagai pengikat 
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guna meminimalisir risiko adanya wanprestasi saat terjadinya akad IMBT. 

Secara sistematis tahapan-tahapan akad ini jika diamati secara seksama, 

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang 

Karanglewas telah menerapkan hybrid contact atau multi akad berupa 

akad bergantung/bersyarat,(al-‘uqud al-mutaqabilah) dimana dalam 

tahapan akad IMBT secara keseluruhan semuanya saling bergantung satu 

sama lain. Diawali adanya rahn (jaminan) agar akad ījarah dapat disetujui 

dan berjalan, hingga kemudian diakhiri dengan pemindahan hak 

kepemilikan. Hal ini merepresentasikan kesempurnaan akad pertama yang 

bergantung pada sempurnanya akad kedua, begitupun kesempurnaan akad 

ketiga yang bergantung pada sempurnanya akad pertama dan kedua 

melalui proses timbal balik. 

Kenyataan bahwa akad IMBT merupakan akad modifikasi yang 

sebelumnya belum pernah ada dizaman nabi, sedikit banyak akan 

membuat kita bertanya-tanya perihal kesayariahan akad ini. Beberapa 

kalangan menilai bahwa akad ini memiliki permasalahan yang bisa 

membuatnya keluar dari jalur syariah itu sendiri. Beberapa pemasalahan 

dan jawaban atas permasalah itu antara lain adalah (Andi , 2019, pp. 14-

15): 

1. Larangan berakad dengan dua akad dalam satu akad. Pada dasarnya 

Rasulullah SAW melarang dua akan dalam satu akad sesuai dengan 

hadis nabi. Dalam permasalahan ini, pada dasarnya ulama tidak 

sepakat untuk mengkategorikan akad IMBT sebagai dua akad dalam 

satu akad. Hal ini setidaknya disebabkan karena dua hal:  

a. Akad ini pada dasarnya terdiri dari dua akad berbeda (sewa dan 

jual beli) yang dilakukan secara terpisah yang kemudian 

dihubungkan oleh janji pemindahan kepemilikan. Janji itu sendiri 

bukanlah sebuah akad, sehingga hal ini tidak bisa dikatakan 

sebagai dua akad dalam satu akad. 
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b. Jikapun hal ini merupakan dua akad dalam satu akad, menurut 

Malikiyah akad ini diperbolehkan asal memenuhi syarat, yaitu 

tidak ada pertentangan dari akibat akad sewa dan akibat akad jual 

beli. 

2. Larangan menyewakan barang yang bukan miliknya. IMBT 

sebagaimana akad lainnya, tidak sah jika bank belum memiliki barang 

tersebut, sebagaimana hadis nabi yang berbunyi “janganlah kamu 

menjual barang yang bukan milikmu”. Oleh karena itu, bank tidak 

boleh menyewakan atau menjual barang kepada nasabah jika bank 

belum memiliki barang tersebut. 

3. Menjual dengan harga simbolik atau hibah diakhir akad sewa. Hal ini 

diperbolehkan karena jika dilihat dari harga sewa barang pada akad 

IMBT biasanya melebihi dari harga sewa pada umumnya. Akan tetapi 

ketika nanti nasabah memutuskan untuk membatalkan perjanjian 

ditengah jalan, LKS harus mengembalikan uang nasabah sesuai dengan 

kadarnya setelah dihitung kerugian bank. Hal ini berdasarkan kaidah 

keadilan dan asas mencegah keburukan dalam islam. 

Salah satu fatwa DSN MUI yang membahas mengenai hybrid 

contract adalah fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ījarah Al-

Muntahiyah Al-Bittamlik (IMBT). Akad IMBT merupakan salah satu 

produk keuangan syariah yang menjadi wilayah kegiatan bank umum 

syariah (pasal 19 UU PBS) (Munif, 2017). Menurut Wahbah al-Zuhaili, 

IMBT merupakan pemilikan manfaat atas sebagian benda dengan waktu 

tertentu, upah yang diketahui secara jelas, disertai perjanjian perpindahan 

kepemilikan di kemudian hari, setelah selesainya penyewaan. Ia 

menegaskan, perpindahan kepemilikan tersebut dengan akad jual beli atau 

hibah (Maulana, 2021). Sedangkan al-Umrani, secara ringkas, menyebut 

IMBT sebagai akad penyewaan benda yang diikuti perpindahan 

kepemilikan kepada penyewa  (Al-Umrani, 2006: 194). Berdasarkan 

uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 
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dan mengangkat permaslahan tersebut dalam skripsi yang berjudul 

“IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT AKAD 

BERGANTUNG/BERSYARAT (AL-‘UQUD AL-MUTAQABILAH) 

PADA AKAD PEMBIAYAAN ĪJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK 

(Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 

Cabang Karanglewas)”. 

Adapun pentingnya penelitian terkait implementasi dari akad 

bergantung/al-‘uqud al-mutaqabilah ini ialah guna mengetahui apakah 

didalam penerapan dari hybrid contract jenis ini sesuai dengan aturan yang 

berlaku atau tidak, sebab tak jarang praktik mu’amalah kontemporer yang 

berkembang ditengah masyarakat banyak  yang masih ditemui tidak 

dijalankan sesuai dengan kaidah dan syariah pada mestinya sehingga 

mengurangi keberkahan didalamnya. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini 

penulis membatasi penelitian ini pada implementasi hybrid contract akad 

bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) pada akad pembiayaan 

ījarah muntahiya bittamlik (IMBT) dengan memperhatikan ketentuan dari 

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 Tentang Ījarah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permaslahan 

yang akan  dibahas oleh penulis adalah “Bagaimanakah implementasi 

hybrid contract akad bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) 

dalam akad pembiayaan ījarah muntahiya bittamlik (IMBT) pada 

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang 

Karanglewas?”.  

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional memberikan penjelasan terhadap fokus  

penelitian agar tidak terjadi salah penafsiran dalam istilah-istilah yang 
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terdapat dalam skripsi, berikut ini beberapa pengertian dari istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi. 

a. Hybrid Contract 

Dalam bahasa Indonesia berarti akad beganda, atau disebut juga 

dengan istilah multi akad. Yakni sebuah transaksi yang terdiri dari 

gabungan beberapa akad didalamnya. 

b. Akad Bergantung/Bersyarat (Al-‘Uqud Al-Mutaqabilah) 

Adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, 

dimana kesempurnaan akad pertama bergantng pada sempurnanya 

akad kedua melalui proses timbal balik. 

c. Ījarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

Merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pemindahan 

hak milik. 

d. Rahn (Gadai) 

Rahn atau yang sering disebut gadai merupakan kegiatan menjaminkan 

suatu barang sebagai jaminan utang. 

e. PSAK 107 

Adalah kepanjangan dari Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 

(syariah) nomor 107 yang berisi pedoman aturan mengenai Ījarah 

yang cakupannya terdapat aturan IMBT. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulis berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan 

diatas adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi 

hybrid contract akad bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) 

dalam akad pembiayaan ījarah muntahiya bittamlik (IMBT) pada KSU 

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta 

kontribusi dalam khazanah keilmuan mengenai ekonomi syariah 

terkhusus praktik multi akad dalam lembaga keuangan syariah. 

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi tentang praktik 

multi akad, dan diharapkan para pelaku multi akad dapat terus 

berinovasi dalam menjawab kebutuhan transaksi dan tantangan zaman 

dalam industri keungan syariah dengan berdasarkan pada prinsip 

syariah. 

3. Secara akademis penelitian ini akan memberikan presisi dalam 

menambah refrensi keilmuan pada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam terutama pada bidang Akad Mu’amalah Kontemporer dan 

Hybrid Contract. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini akan dijelaskan mengenai sumber-sumber 

yang ada relevansinya dengan penelitian ini, agar penelitian ini 

mempunyai dasar-dasar yang kuat. Peneliti menemukan beberapa 

penelitian yang pernah diangkat dan memiliki relevansi sebagai bahan 

acuan. Terkait dengan judul skripsi yang penulis buat, penelitian ini 

penulis lakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu baik 

dalam bentuk skripsi dan jurnal penelitian terkait. 

Dalam penelitian Putri Nadila Sari pada tahun 2019 yang berjudul 

“Analisis Penerapan Hybrid Contract dalam Poduk Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee 

Karang Kota Banda Aceh” menjelaskan bahwa penerapan multi akad pada 

produk pembiayan kepemilikan rumah yang diberikan oleh pihak Bank 

menggunakan tiga bentuk hybrid contract (multi akad) yakni murabahah 

bil wakalah, musyarakah mutanaqisah dan ījarah muntahiya bittamlik. 

Penerapan murabahah bil wakalah dalam pembiayaan kepemilikan rumah 

terjadi antara pihak bank dan nasabah dalam hal pembelian rumah 

menngunakan akad wakalah terlebih dahulu untuk memberikan kuasa 
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kepada nasabah untuk memilih objek yang diinginkan setelah itu barulah 

terjadi akad murabahah, dimana untuk mengikat pembiayaan rumah 

tersebut penerapan akad IMBT dalam pembiayaan kepemilikan rumah 

adalah menggunakan sistem sewa-menyewa yang diperoleh oleh nasabah 

melalui pembelian dengan opsi pengalihan kepemilikan atas aset tersebut 

menjadi milik nasabah pada masa akhir sewa.  

Dalam penelitian Nonik Ulfa Umiana yang berjudul “Implementasi 

Multi Akad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)” 

tahun 2020 menjelaskan bahwa Implementasi Ījarah Muntahiya Bittamlik 

di BPRS Metro Madani adalah denga skema nasabah mengajukan 

pembiayaan multi akad di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro dalam 

bentuk pembiayaan rumah, kendaraan maupun barang keperluan usaha 

mengunakan skema sewa beli atau skema IMBT sesuai dengan ketentuan 

umum dan ketentuan khusus fatwa DSN MUI, dalam akad Ījarah berlaku 

pula akad al-Ījarah alMuntahiyah bi al-Tamlik. Pihak yang IMBT 

melaksanakan akad ījarah terlebih dahulu kemudian akad pemindahan 

kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, dapat dilakukan setelah 

masa ījarah selesai. 

Dalam penelitian Rendi Purnianto yang berjudul “Penerapan Multi 

Akad di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Perspektif Fiqih 

Mu’amalah” tahun 2018 menjelaskan bahwa akad yang bisa digabungkan 

di Koperasi Syariah Adil Sejahtera hanya murabahah lil amir bi asy-syira 

atau perpaduan antara akad murabahah dengan akad wakalah atau yang 

disebut murabahah bil wakalah. Berdasarkan Perspektif Fiqh Mu’amalah 

praktiknya sesuai dengan pendapat ulama yaitu mayoritas ulama hanafi, 

ulama syafi‟i, ulama seperti Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, Imam 

Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali dan kaidah fiqh yang berlaku yaitu 

memboleh multi akad.. 

Sedangkan dalam penelilitain Ahmad Munif tahun 2017 yang 

berjudul “Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract (Kajian Fatwa 
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DSN MUI Nomor:27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-Ījarah al-Muntahiya 

bi-Tamlik) yakni IMBT tidak jauh berbeda dengan kajian IMBT secara 

umum, hanya yang sedikit berbeda tentang klausul waktu pemindahan 

kepemilikan dan juga fatwa DSN-MUI tentang IMBT belum mengatur 

secara detail bagaimana manajemen resiko pada masa berlangsungnya 

akad sewa dan klausul pemindahan kepemilikannya. 

Dalam jurnal karya M. Yunus tahun 2019 yang berjudul “Hybrid 

Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah” 

menjelaskan mengenai model konstruksi hybrid contract pada bank 

syariah yang lebih menganut pada konstruksi al-‘uqud al-mutaqabilah 

(akad bergantung/bersyarat) diaman multi akad ini terbentuk dari dua akad 

yang memiliki hukum yang sama ataupun berebeda. Selain itu penelitian 

ini juga membahas mengenai konstruksi akad lain seperti al-;uqud al-

murakkabah al-mutajanisah (akad sejenis). 

Juga disebutkan dalam jurnal Diky Faqih Maulana tahun 2021 

yang berjudul “Analisis Terhadap Kontrak Ījarah dalam Praktik 

Perbankan Syariah” yang membahas mengenai perjanjian sewa manfaat 

akad ījarah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000.  

Tabel. 2 

 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1. Putri Nadila Sari 

(Skripsi), “Analisis 

Penerapan Hybrid 

Contract dalam Produk 

Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah (Griya) Pada 

Bank Syariah Mandiri 

KCP Ulee Kareng Kota 

Banda Aceh”, 2019 

Penerapan akad IMBT 

dalam pembiayaan 

kepemilikan rumah yakni 

menggunakan system sewa 

menyewa yang diperoleh 

nasabah melalui pembelian 

menggunakan opsi 

pengalihan kepemilikan atas 

asset tersebut yang 

kemudian menjadi milik 

nasabah pada masa akhir 

Disini didapati hybrid 

contract menggunakan 

tiga akad berupa akad 

murabahah bil wakalah, 

musyarakah 

mutanaqisah, dan ījarah 

muntahiya bittamlik 

(IMBT). 
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sewa. (Pada et al., 2019) 

2. Nonik Ulfa Umiana 

(Skripsi), “Implementasi 

Multi Akad di Bank 

Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani 

Perspektif Fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) 

Majelis Ulama Indonesia 

(MUI)”, 2020. 

Implementasi IMBT di 

dalam penelitian ini adalah 

nasabah mengajukan 

pembiayaan multi akad di 

PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Metro 

Madani Kota Metro dalam 

bentuk pembiayaan rumah, 

kendaraan maupun barang 

keperluan usaha dengan 

akad skema sewa beli atau 

IMBT sesuai dengan 

ketentuan umum dan khusus 

yang berlaku dimana dalam 

akad IMBT pihak yang 

melakukan akad IMBT 

terlebih dahulu kemudian 

baru akad pemindahan 

kepemilikan dengan cara 

jual beli ataupun pemberian 

setelah masa ījarahnya 

selesai.(NONIK, 2020) 

Penelitian ini lebih 

menekankan pada 

perspetif DSN MUI. 

3. Rendi Purnianto 

(Skripsi), “Penerapan 

Multi Akad di Koperasi 

Syariah Adil Sejahtera 

Rumbia Dalam 

Perspektif Fiqih 

Mu’amalah”, 2018. 

Dalam penelitian ini sama-

sama membahas 

implementasi hybrid 

contract berupa akad yang 

dapat digabungkan di 

Koperasi Syariah Adil 

Sejahtera hanya akad 

murabahah lil amir bi asy-

syira atau disebut juga 

perpaduan antara akad 

murabahah dengan akad 

wakalah atau disebut 

murabahah bil wakalah, 

yang mana penerapannya 

koperasi memberikan 

kebebasan kepada nasabah 

dengan memberikan dana 

untuk membeli barang 

sesuai keinginan nasabah 

Dalam penelitian ini 

tidak membahas 

implementasi IMBT. 

Didalam pembelian 

barang pihak koperasilah 

yang merekomendasikan 

toko tempat pembelian 

barang. Praktik multi 

akad yang dipakai 

koperasi ini masih 

ditemui kekurangan 

berupa pada saat nasabah 

hendak melakukan akad 

murabahah bil wakalah 

ketika barang yang dicari 

nasabah sulit ditemukan 

di daerah tersebut 

koperasi akan 

memberikan uang kepada 

nasabah untuk membeli 

barang tersebut dengan 

catatan nasabah 
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memberikan bukti 

pembelian.(Purnianto, 

2018) 

4. Ahmad Munif (Jurnal), 

“Inovasi Akad dalam 

Bentuk Hybrid Contract 

(Kajian Fatwa DSN MUI 

Nomor:27/DSN-

MUI/III/2002 Tentang 

al-Ījarah al-Muntahiyah 

bi al-Tamlik”), 2017.  

Didalam penelitian ini 

sama-sama membahas 

mengenai implementasi dari 

akad IMBT. 

Pada penelitian ini 

terdapat tiga poin utama 

mengenai IMBT. 

Pertama, fatwa DSN-

MUI tentang IMBT tidak 

jauh berbeda dengan 

kajian IMBT secara 

umum, hanya ada sedikit 

perberbedaan tentang 

klausul waktu 

pemindahan kepemilikan 

dimana fatwa ījarah yang 

dikemukakan DSN-MUI 

sudah mengikuti 

ketentuan ījarah yang 

diformulasikan ulama 

klasik. Kedua, yakni 

fatwa DSN-MUI tentang 

IMBT yang belum 

mengatur secara detail 

tentang bagaimana 

manajemen resiko pada 

masa berlangsungnya 

akad sewa dan klausul 

pemindahan 

kepemilikan. Dalam 

konteks ini fatwa 

DSNMUI tentang 

penggunaan akad IMBT 

perlu dilengkapi tentang 

ketentuan-ketentuan 

pengalihan dari obyek 

sewa atau over credit.(N. 

A. Munif, 2017) 

 

5. M. Yunus (Jurnal), 

“Hybrid Contract (Multi 

Akad) dan 

Implementasinya di 

Perbankan Syariah”, 

2019. 

Model konstruksi hybrid 

contract atau multi akad 

yang dibahas yakni model 

pada bank syariah lebih 

menganut pada: konstruksi 

al-’uqûd al-mutaqâbilah 

(akad bergantung/bersyarat) 

Pada penelitian ini 

membahas mengenai 

konstruksi akad lain 

diluar al-uqud al-

mutaqabilah yang terjadi 

pada bank syariah yang 

diimplementasikan pada 
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yaitu multi akad dalam 

bentuk akad kedua 

merespon akad pertama di 

mana kesempurnaan akad 

pertama bergantung pada 

sempurnanya akad kedua 

melalui proses timbal balik. 

Yang mana multiakad pada 

jenis ini dapat terbentuk dari 

dua akad yang memiliki 

hukum yang sama ataupun 

berbeda. Konstruksi yang 

ada pada bank syariah 

kemuian diimplementasikan 

pada produk Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah 

(PKR).(Yunus, 2017) 

produk Bank Garansi 

(BG), dan konstruksi al-

’uqûd al-murakkabah al-

mutajânisah (akad 

sejenis) yaitu akad-akad 

yang mungkin dihimpun 

didalam satu akad, 

dengan tidak 

mempengaruhi di dalam 

hukum dan akibat 

hukumnya. Dalam 

multiakad jenis ini 

didapati terdiri dari satu 

jenis akad atau dari 

beberapa jenis.  

6. Diky Faqih Maulana 

(Jurnal), “Analisis 

Terhadap Kontrak Ījarah 

dalam Praktik Perbankan 

Syariah”, 2021. 

Secara keseluruhan jurnal 

ini membahas isi Perjanjian 

Pembiayaan Sewa Manfaat 

Akad Ījarah Nomor: 

10669/IJR/IX/2012 yang 

sudah sesuai dengan 

ketentuan akad ījarah dalam 

fatwa DSN-MUI No. 

09/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan ījarah. 

Baik dari segi rukun dan 

syarat ījarah, tujuan akad, 

ijab dan qabul, dan adanya 

para pihak yang melakukan 

perjanjian. Begitu juga dari 

ketentuan objek telah 

terpenuhi. 

Namun, didapati ada 

beberapa klausul yang 

memberatkan nasabah 

dikarenakan salah satu 

pihak tidak seimbang 

dalam memikul risiko 

serta dirasa adanya 

ketidakseimbangan 

prestasi yang mencolok 

yang mana  tidak sesuai 

dengan asas 

keseimbangan (mabda’ 

at-tawazun fil al-

mua’wadah). Pasal 

biaya-biaya juga didapati 

masih kurang 

memperhatikan asas 

kemaslahatan (tidak 

memberatkan) yang 

menjamin kemaslahatan 

para pihak, tanpa 

memberatkan salah satu 

pihak dan tidak boleh 

menimbulkan kerugian. 

Namun disisi lain 

membahas juga 

mengenai perjanjian 

Pasal 18 tentang Denda 

Keterlambatan 
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Pembai‟aran dan 

Keterlambatan yang  

telah sesuai dengan 

Fatwa DSN No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 

mengenai Ganti Rugi 

(ta’widh) dan Fatwa 

DSN No. 17/DSN-

MUI/IX/2000 mengenai 

sanksi atas nasabah yang 

menunda-nunda 

pembai‟aran baik secara 

sengaja maupun 

tidak.(Maulana, 2021) 

 

Sebagaimana hasil dari penelitian-penelitaian terdahulu diatas, ada 

terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, 

dimana dari keenam penelitian diatas sama-sama membahas mengenai 

penerapan hybrid contract dan mengenai pembiayaan ījarah muntahiya 

bittamlik (IMBT) pada lembaga keuangan syariah baik pada bank maupun 

non bank. Namun penulis belum menemukan adanya penelitian yang 

membahas mengenai penerapan hybrid contract akad bergantung/bersyarat 

(al-‘uqud al-mutaqabilah) pada implementasinya di dalam akad 

pembiayaan ījarah muntahiya bittamlik (IMBT). Selain itu kebanyakan 

jurnal-jurnal penelitian mengenai hybrid contract juga lebih 

menitikberatkan pada permasalahan perspektif dan hukum islam dibanding 

penerapannya secara kontemporer dalam transaksi pembiayaan.  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini ialah terdiri dari 5 bab yang 

masing-masing dirincikan menjadi beberapa sub bab sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan bertujuan untuk memberikan sedikit penjelasan 

umum mengenai topik penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari 

latar belakang masalah, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat dari penelitian, dan lain-lain sebagainya. 
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Bab II:  Landasan Teori memuat tentang teori hybrid contract akad 

bergantung/bersayarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) dan akad 

pembiayaan ījarah muntahiya bittamlik (IMBT) secara rinci yang 

akan menambah isi dan wawasan penelitian. 

Bab III:  Metode Penelitian bab ini berisi mengenai metode penelitian yang 

penulis lakukan, waktu dan tempat penelitian, serta pengumpulan 

data yang dilakukan. 

Bab IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini berisi tentang hasil 

dari penelitian yang telah penulis lakukan, hasil dari penelitian 

akan dibahas secara rinci mengenai apa saja yang menjadi bagian 

dialam penelitian ini. 

Bab V:  Penutup pada bab terakhir ini penulis melakukan penarikan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, selain 

itu terdapat juga saran-saran yang disampaikan oleh penulis agar 

pada proses kedepannya dapat menjadi lebih baik.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

Akad berasal dari bahasa Arab „aqada artinya mengikat atau 

mengokohkan, dikatakan ikatan (al-rabath) maksudnya adalah 

menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah 

satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi 

seperti seutas tali yang satu. Secara etimologis, akad (al-aqdu) juga berarti 

al-ittifaq : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (Nurul, 2016). Menurut 

fiqh islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (ittifaq). 

Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan 

kesepakatan. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab 

(pernyataan permintaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan 

(Nurhadi, 2019).  

Wahbah Zuhailiy memandang bahwa akad adalah perkumpulan 

atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang 

mengatur adanya akibat hukum atas objek perikatan (Arifin, 2021). 

Menurut Mustafa Az Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama 

berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya 

tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing 

harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab dan 

qabul (Nurul, 2016). Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, akad 

adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan 

syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek. Ijab 

adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, 



 

 

sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya 

(Semmawi, 2010). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad berarti janji; 

perjanjian; kontrak. Dan akad juga bisa disebut kontrak yang mempunyai 

arti: perjanjian, mengadakan perjanjian. Sedang dalam Kamus Lengkap 

Ekonomi dinyatakan bahwa : Contract (kontrak) adalah suatu perjanjian 

legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak 

meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan 

maupun tertulis (Djohar, 2016). Dalam bahasa Arab terdapat sejumlah 

istilah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yaitu al wa’ad, al 

aqad, al ahdu, dan iltizam. Dalam konteks Indonesia terdapat juga 

sejumlah istilah, yaitu perikatan, perjanjian dan kontrak. (Andri, 2019). 

Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dari pengertian akad 

adalah sebuah perjanjian, perikatan, atau kesepakatan antara pihak-pihak 

yang membuat perjanjian atas suatu objek tertentu dan shighat (lafadz) kan 

dalam ijab-qabul. Dan ijab (pernyataan permintaan ikatan) dan qabul 

(pernyataan penerimaaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh kepada objek perikatan. Dengan demikian, sesuatu disebut 

akad apabila :  

a. Diwujudkan dalam ijab dan qabul yaitu pernyataan kehendak para 

pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan menerima (qabul).  

b. Sesuai dengan kehendak syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan syariat baik terutama terkait dengan 

rukun dan syaratnya.  

c. Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan 

kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang berakad. 

2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad 

a. Rukun Akad 



 

 

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau 

lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafadz (shigat) akad 

atau ijab qabul.  

1) Dua pihak atau lebih yang melakukan akad adalah dua orang 

atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua 

belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk 

melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap 

sah.  

2) Objek akad (transaksi), agar sesuatu akad dipandang sah, 

objeknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:  

a) Telah ada pada waktu akad diadakan,  

b) Dapat menerima hukum akad,  

c) Dapat ditentukan dan diketahui,  

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.  

3) Lafadz (sighat akad) adalah dengan cara bagaimana ijab dan 

qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Shigat 

akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang 

memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul 

dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan 

dalam ijab dan qabul. 

b. Syrat-Syarat Akad 

Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan 

adanya dua syarat sebagai berikut:  

1) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang 

sekurangkurangnya telah mencapai umur tamyiz yang 

menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, 

hingga ucapanucapannya itu benar-benar menyatakan 

keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus 

keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan 

hukum.  



 

 

ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek 

akad. ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis, 

apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya 

dalam majlis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang 

akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam 

ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga 

menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu disebut 

dalam majlis akad juga, dengan akibat bahwa apabila pihak kedua 

kemudian menyatakan menerima (qabul), maka akad dipandang telah 

terjadi (Priyanti, 2020). 

Adapun secara umum syarat sahnya akad adalah:  

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, 

maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak 

itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian 

yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, 

dan dengan sendirinya maka akan batal demi hukum.  

2) Harus sama ridha.  

3) Harus jelas dan gamblang (Sabiq, 1996). 

B. Hybrid Contract Bergantung/Bersyarat (Al-‘Uqud Al-Mutaqabilah) 

1. Pengertian Hybrid Contract 

 Hybrid contract jika diterjemahkan memiliki makna multi akad. 

Multi jika dialihbahasakan bermaknakan banyak atau lebih dari satu, dan 

seterusnya, dapat juga bermakna berlipat ganda. Oleh karenanya  bentuk 

akad dimaknai sebagai akad yang berganda atau banyak, atau juga disebut 

sebagai suatu jenis  akad yang berisikan berbagai jenis akad (Yunus, 

2019). Menurut ilmu fikih, hybrid contract adalah penerjemahan istilah 

arabiyah  al-’uqûd al-murakkabah yang dimaknai dengan akad berganda, 

akad rangkap, atau akad jamak. Al- ’uqûd al-murakkabah berasalkan 

sepasang kata al-’uqûd (‘aqd dalam bentuk jamak) yang berarti perjanjian, 



 

 

sedangkan al-murakkabah yang dimaknai etimologis sebagai  al-jam’u, 

yang artinya menghimpun (Al-Tahânawi, p. 534). Nazih Hamad 

menuturkan  al-‘uqud al-murakkabah yakni sebuah perikatan antara pihak-

pihak yang bersepakat untuk menunaikan perjanjian yang terdiri atas dua 

bahkan lebih akad, contohnya sewa dengan jual beli, dengan hibah, 

ataupun dengan akad lainnya, sehingga menyebabkan berkumpulnya 

beberapa akad yang berhimpun kemudian memiliki akibat hukum 

besertakan kewajiban dan haknya yang timbul dianggap menjadi sebuah 

kesatuan tak terpisahkan layaknya akibat dari hukum suatu akad (Wahid, 

2019, pp. 22-23).  

Kata murakkab lahir dari istilah "rakkaba-yurakkibutarkiban" yang 

berarti menaruh sebuah hal kepada sebuah hal yang lain sehingga 

bertumpuk atas dan bawah. Sedangkan murakkab dalam perspektif ulama-

ulama fikih yakni (Abdullâh , 2006, p. 45): 

a. Kumpulan berbagai hal yang disebut menggunakan sebuah istilah. 

Seseorang yang membuat banyak hal kedalam sebuah hal (satu istilah) 

dapat dikatakan menyatukan gabungan (tarkîb).  

b. Suatu hal apabila terdiri dari lebih dari satu bagian yang menjadi 

negasi dari suatu yang disederhanakan (basîth) dan tidak memiliki 

berbagai bagian.  

Hybrid contract atau multi akad didalam sebuah transaksi ialah 

suatu keadaan diamana transaksi ditampung dengan dua bentuk akad 

sekaligus bersama objek, subjek, dan juga periode yang sama pula. 

 

2. Akad Bergantung/Bersyarat (Al-‘Uqud Al-Mutaqabilah) 

Mutaqabilah secara tatabahasa dimaknai dengan berhadapan, suatu 

hal dapat disebut berhadapan apabila dua halnya saling menghadap-

hadapkan dengan yang lainnya. Namun demikian yang disebut  al-’uqud 

al-mutaqabilah adalah suatu perakadan berganda didalam format akad 

kedua dan akad pertama saling merespon, adapun sempurnanya akad 

pertama bergantung kepada kesempurnaan dari akad kedua dengan cara 



 

 

feed back. Singkatnya bahwa akad ini saling bergantung satu sama lain 

(Abdulahanaa, 2020, p. 66). Menurut Abdullah bin Al-Imrani dirinya 

menjelaskan dalam karyanya Al-‘Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah 

menjelaskan didalam sejarah tradisi fikih, sudah lama dikenal model ini 

dan sudah banyak dipraktikan pula, banyak ulama yang telah mengkaji 

baik dari segi hukumnya maupun skema dari modelnya. Misalnya yaitu 

pada akad mu’awadhah dihadapkan akad tabarru’, yang diantara 

keduanya terjadi antara akad bersifat profit oriented dengan akad yang 

bersifat non-profit oriented. Para ulama yang mendefinisikan skema akad 

kategori ini dan menamainya dengan akad bersyarat atau akad bergantung 

(isytirath ‘aqd bi ‘aqd) (Wahid, 2019, p. 25).  

C. Ījarah & Ījarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

1. Ījarah 

    Secara konvensional ījarah memiliki arti sama dengan sewa 

guna usaha atau sering disebut leasing, merupakan kesepakatan atau 

perjanjian antara lessor yang berkontrak untuk memberikan hak guna atas 

suatu barang atau alat produksi atau lainnya kepada pihak lesee yang 

bertujuan untuk menyewa benda tersebut tanpa memilikinya dalam jangka 

waktu tertentu dikaitkan dengan nilai ekonomis dari benda yang disewa 

dan itu sebabnya bersepakat untuk membai‟arkan sejumlah uang dengan 

nominalnya yang disepakati antara kedua belah pihak (Anshori, Gadai 

Syariah Di Indonesia, 2011, p. 28).  

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang 

Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan 

Berdasarkan Prinsip Syariah (BPML) No. 04 tahun 2007 disebutkan 

bahwasanya ījarah merupakan akad finnancing yang memberikan hak 

guna dan manfaat sebuah barang didalam satu periode menggunakan upah 

(ujrah) diantara pihak yang memberikan sewa (mu’ajir) dengan pihak 



 

 

penyewa barang atau jasa (musta’jir) tanpa diikuti perpindahan dari 

kepemilikan barang (Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia, 2011, p. 31).  

Menurut FASB 13 (Finnancial Accounting Standard Board) 

leasing merupakan perjanjian menyediakan suatu barang dan modal yang 

akan dipergunakan dalam periode tertentu. Sementara dalam IAS 17 

(International Accounting Standard) leasing adalah sebuah kontrak antara 

lessor sebagai penyediakan barang dengan hak guna manfaat oleh lesse 

menggunakan imbalan dari pembai‟aran sewa dalam periode yang 

disepakati (Hakim, 2019, p. 154). 

Definisi ījarah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1169/KMK.01/1991 merupakan suatu jenis penyaluran dana dengan 

menyediakan barang atau modal, dengan cara menyewakan manfaat dari 

barang tersebut yang disertai hak pilihan (finance lease), atau dengan cara 

menyewakan manfaat barang tanpa disertai pilihan (operating lease) agar 

dipergunakan pihak lesse selama periode yang telah ditentukan dan 

dibayarkan secara berangsur-angsur (Hakim, 2019, p. 154). 

Menurut Abdurahrrahman Al-Jaziry (2010) Ījarah dalam bahasa 

memiliki makna imbalan atas suatu pekerjaan, adapun ījarah menurut para 

ulama (Hakim, 2019, p. 155): 

a. Menurut ulama Hanafi, al-ījarah merupaka transaksi yang 

memberikan kegunaan kepemilkan suatu barang yang diketahui 

besarnya untuk sebuah maksud dari objek sewa yang disewakan 

dengan upah imbalan. 

b.Pendapat ulama Maliki mengatakan bahwa ījarah menurut mereka 

merupakan sebuah akad kesepakatan terhadap kegunaan dari 

tenaga manusia dan kegunaan dari benda dalam akad sewa 

menyewa. 

c. Ulama dari kalangan Syafi‟iyah memiliki pendapat ījarah 

merupakan akad atas kegunaan manfaat yang tidak dilarang 



 

 

menurut tujuan dari transaksi tersebut serta diperbolehkan oleh 

syara’. 

d.Sedangka ulama Hanbali mengatakan ījarah merupakan sebauh 

akad dari satu kegunaan diperbolehkan dalam islam yang disertai 

adanya „iwadh yang diambil sedikit demi sedikit. 

Berdasarkan beberapa beberapa penjelasan yang telah disebutkan, 

ditarik kesimpulkan bahwasanya ījarah adalah akad yang mengandung 

tiga unsur utama, yakni; pihak yang bertransaksi, isi perjanjian (ijab 

qabul), dan objek materi yang diakadkan (ujrah dan upah) (Hakim, 2019, 

p. 155).     

2. Ījarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

  IMBT (financial leasing ith purchase option) secara terminology 

mengandung susunan kata dari kata al-ījarah dan kata at-tamlik. Definisi 

ījarah berakarkan dari kata al-ajru yang bermakna ‘iwadh dan didalam 

bahasa Indonesia dimaknai sebagai upah, at-tamlik bermaknakan membuat 

seseorang mempunyai sebuah hal, sedang menurut istilah dari 

pemaknaannya secara bahasa yang diartikan sebagai kepemilikan atau 

kekuasaan terhadap sebuah benda, hak milik manfaat dapat pula dengan 

ganti atau tidak diganti. IMBT juga memiliki definisi akad sewa menyewa 

diantara pihak yang memiliki objek yang disewakan dengan pihak yang 

penyewa guna memperoleh imbalan dari objek yang disewakan dengan 

pilihan pemindahan klausul kepemilikan dari benda yang disewakan pada 

saat suatu waktu disesuaikan kesepakatan dari akad sewa (Ramli, 2005, p. 

63).   

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor: 21 

Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf f, IMBT adalah akad penyediaan dana 

dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau 

jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan 

barang (UU PS, 2008). 



 

 

Fatwa DSN-MUI No. 27 Tahun 2002 Tentang Al-Ījarah Al-

Muntahiya Bi At-Tamlik maksud dari IMBT yakni perjanjian sewa 

menyewa yang dengan disertakan pilihan pemindahan kepemilikan atas 

benda yang disewa kepada penyewa ketika masa sewa telah berakhir 

(DSN MUI No. 27, 2002). 

IMBT adalah trasnsaksi dengan jenis paduan atau gabungan antara 

kontrak dari transaksi jual beli bersama kegiatan penyewaan, yang 

berakhirkan pemindahan kepemilikan barang pada yang menyewa. 

Dipindahkannya hak kepemilikan objek yang disewakan kepada pihak 

yang menyewa dalam IMBT dilakukan menggunakan: 

a. Hibah. 

b. Dijual sebelum berakhirnya sewa dengan besaran harga yang sama 

besar dengan sisa angsuran penyewaan. 

c. Dijual setelah berakhirnya sewa dengan besarnya harga tertentu 

yang disetujui di awal akad.    

d. Dijual secara bertahap dengan besarnya pembai‟aran dalam 

kesepakatan akad (Hakim, 2019, p. 160). 

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002 IMBT adalah 

perjanjian sewa menyewa dengan disertai opsi pemindahan hak milik atas 

benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewanya (DSN 

MUI No. 27, 2002). 

Sedangkan menurut PSAK 107, disebutkan bahwa Ījarah yaitu 

sebuah perakadan sewa saling menukar manfaat dari aset atau jasa yang 

ada pembai‟arannya (ujrah). IMBT adalah ījarah disertai wa’d 

pemindahan hak dimilikinya aset yang disewakan pada suatu periode. 

Dalam IMBT, pindahnya hak milik mengenai objek ījarah dari yang 

memberi sewa kepada penyewa diberlakukan apabila akad sewanya telah 

berakhir, lalu akad pengalihan kepemilikan objek dilakukan dengan hibah 

ataupun jual beli (IAI, 2020). 

 



 

 

3. Rukun dan Syarat IMBT 

a. Rukun akad IMBT, diantanya:  

1) Penyewa atau musta’jir atau pihak yang melakukan sewa yakni 

nasabah. 

2) Pemberi sewa (mua’ajjir) adalah pemilik objek yang disewakan. 

3) Barang yang menjadi objek sewa (ma’jur). 

4) Besarnya imbalan sewa (ujrah) kepada mu’ajjir. 

5) Sighat yakni ijab qabul. (Ismail, 2011, p. 164) 

b. Syarat akad IMBT diantaranya:  

1) Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kerelaan.  

Objek akad mengandung manfaat sesuai syara’, dapat 

diperhitungkan dan bernilai, serta manfaat IMBT harus diberikan 

dari pihak pemberi sewa kepada pihak penyewa (Ismail, 2011, p. 

164). 

4. Bentuk-bentuk Akad IMBT  

 Menurut Mustofa Imam akad IBMT diklasifikasikan menjadi 5 

bentuk, diantaranya:  

a. IMBT yang sejak awal bertujuan untuk dilakukannya pemindahan 

kepemilikan. Nasabah akan membayar besarnya angsuran sampai 

berakhirnya akad ījarah. 

b. IMBT yang bertujuan hanya untuk sewa sejak awal, namun penyewa 

akan diberikan hak milik dengan membayarkan uang ganti. Dalam 

akad ini tidak ada perjanjian mengikat sebab awalnya merupkan murni 

untuk akad sewa. 

c. IMBT yang dimaksudkan untuk menyewa namun pada saat akad 

keduanya sepakat berakad jaul beli dari barang yang disewa. Barang 

kemudian dijual seharga tertentu pada masa angsuran sewa telah lunas 

dengan harga tertentu. 



 

 

d. IMBT yang awalnya untuk sewa barang namun pada saat akad 

melakukan perjanjian untuk menghibahkan objek sewa kepada 

penyewa (Imam, 2016, pp. 115-116).  

D. Ketentuan PSAK 107 Tentang Ījarah 

PSAK 107 menyebutkan bahwa objek ījarah merupakan asset 

berwujud dan tidak berwujud yang manfaatnya dapat disewakan. IMBT 

ialah sewa dengan perpindahan kepemilikan asset yang disewakan pada 

suatu periode. Objek ījarah yakni manfaat atau kegunaan dari asset 

tersebut (PSAK 107, 2017). Pemindahan atau pengalihan hak milikan 

suatu asset dari muajir kepada musta’jir dalam IMBT diberlakukan 

apabila akad ījarah selesai, dan assetnya telah telah diserahterimakan 

kepada si penyewa dengan membangun akad baru yang tidak digabung 

dengan: (1) Hibah; (2) Dijual sebelum berakhirnya sewa; (3) Dijual 

sesudah berakhirnya sewa; (4) Dijual bertahap. 

Pemberi sewa juga dapat memintakan pihak jaminan kepada pihak 

penyewa untuk menghindari risiko kerugian yang dapat terjadi. Objek 

ījarah harus memiliki spesifikasi pengukuran yang jelas yang tercantum 

dan diketahui dalam akad (PSAK 107, 2017). 

1. Pengakuan dan pengukuran bagi pemilik (muajir)  

Dalam hal ini pengakuan dan pengukuran bagi pihak BMT adalah dengan 

ketentuan: 

a. Harga perolehan didapat pada ketika ījarah dan didapat sesuai 

besarnya harga perolehan. Harga perolehan dari objek jarah yang 

merupakan fix asset mengacu ke PSAK 16 (PSAK 107, 2017). 

b. Amortisasi (penyusutan) objeknya disusutkan apabila asset tersebut 

dapat disusutkan serta bernilai ekonomis. Kebijakannya harus 

menunjukan pola konsumsi sesuai manfaat ekonomis dari objek 

ījarah (PSAK 107, 2017). 

c. Pendapatan dan beban, ujrah saat akad akan diakui  



 

 

pada saat objek ījarah diberikan pada pihak penyewa. Piutang 

ujrah diukur sesuai besarnya nominal  hasil realisasi di periode 

akhir pelaporan. Adapun pengakuan beban perbaikan objek ījarah 

yakni sebagai berikut: 

1) Beban perawatan diakui saat berlangsungnya akad; dan 

2) Apabila penyewa memperbaiki objek, biaya perawatan 

akan menjadi tanggung jawab pemilik dan diakui sebagai 

sebuah biaya saat itu (PSAK 107, 2017). 

d. Berpindahnya hak dimilikinya objek ījarah dari muajir kepada 

musta’jir kepada dengan cara: 

1) Hibah, dengan demikian objeknya dicatat sebagai biaya; 

2) Penjualan pada saat akad sewa belum berakhir, yakni 

selisih penjualan dan nominal ījarah dicatat sebagai laba 

atau rugi; 

3) Penjualan pada di akhir akad sewa, yakni jumlah selisih 

penjualan dikurangi nominal tercatat sebgai laba atau rugi. 

4) Penjualan bertahap, maka: 

a) Selisih penjualan bersarnya catatan yang terjual 

sebagai laba atau rugi dan 

Jika ada objek ījarah tak terjual ke penyewa dicatat 

sebagai asset lancar disesuaikan tujuan dari manfaat 

asset itu. (PSAK 107, 2017). 

2. Pengakuan dan pengukuran bagi penyewa (musta’jir)  

Adapun pengakuan dan pengukuran bagi pihak penyewa adalah sebagai 

berikut: 

a. Beban, pengakuan beban sewa dilakukan selama akad disaat objek 

sewa sudah diberikan. Pengukuran utang sewa berdasarkan jumlah 

pembai‟aran dan biaya pemeliharaan yang disepakati menjadi 

kewajiban yang menyewa sebagai beban pada saat akad terjadi 

(PSAK 107, 2017). 



 

 

b. Perpindahan kepemilikan dalam IMBT dari pemberi sewa kepada 

penyewa melalui: 

1) Hibah, asset diakui musta’jir, dan laba dibai‟ar dengan nilai 

wajar asset saat diterima; 

2) Dibeli ketika sebelum berakhirnya akad, penyewa 

mengakui asset berdasarkan besaran pembai‟aran yang 

disepakati; 

3) Pembelian pada saat akad sewa telah berakhir, asset diakui 

berdasrkan besaran pembai‟aran sesuai kesepakatan; 

4) Pembelian bertahap, penyewa mengakui assetnya 

berdasarkan besarnya pembai‟aran tunai (PSAK 107, 

2017). 

 

E. Gadai (Rahn)  

1. Definisi Gadai (Rahn) 

Gadai secara makna arabiyah sama dengan istilah rahn dan atau 

disebut al-habsu, yang dari segi etimolog berartikan konstan serta lama, 

sedang al-habsu berartikan menahan kepada sebuah benda yang disertai 

hak yang dibuat untuk pembai‟aran benda yang dimaksud (Anshori, Gadai 

Syariah Di Indonesia, 2011, p. 112). Menurut Undang-Undang Hukum 

Perdata (Burgenlijk Wetboek) buku kedua bab 20  pasal 1150 gadai 

merupakan diperolehnya suatu hak oleh orang yang berpiutang, dan 

diserahkannya padanya dari pihak yang berhutang dimana ia memberi 

kekuasaann pada yang berpiutang supaya mengambilnya sebagai 

pelunasan, kecuali biaya lelang dan biaya lain yang harus didahulukan 

(KUH Perdata).  

At-Tariqi berpendapat bahwa gadai ialah sebuah jaminan harta 

untuk utang yang harus dilunasi dengan beberapa syarat, jika pengutang 

kesulitan untuk membayar hutangnya (Hakim, 2019, p. 143). 



 

 

Dari berbagi pengertian diatas dapat disimpulkan secara sederhana 

mengenai pengertian gadai (rahn) adalah sebuah harta yang dapat 

digunakan sebagai jaminan atau pengikat seseorang yang akan berhutang 

(dalam pembahasan ini disesuaikan dengan penelitian yakni akad 

pembiayaan) kepada pemberi piutang sampaidengan waktu pelunasan 

yang disepakati kedua belah pihak. 

Perjanjian gadai dalam peradaban islam dikembangkan oleh para 

ulama fiqh, mereka berijtihad dan bersepakat bahwasanya gadai 

diperbolehkan dan tak pernah ada pertentangan ulama mengenai 

kebolehannya demikian juga mengenai landasan hukumnya (Ayu, 2002). 

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

Sejak zaman penjajahan Belanda, jaminan fidusia telah lama 

dipergunakan di tanah air sebagai produk yurisprudensi penjaminan. 

Penjaminan ini dipergunakan  pada umumnya dalam transaksi utang 

piutang dikarenakan pembebnnya yang sederhana, cepat, dan mudah 

namun tak adanya kepastian hukum yang menjamin (Anshori, Gadai 

Syariah Di Indonesia, 2011, pp. 134-135).  

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn 

Fatwa ini ditetapkan pada 28 Maret tahun 2002 menyebutkan 

bahwa penjaminan utang didalam bentuk rahn diperbolehkan dengan 

syat ketentuan yang berlaku (Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia, 

2011, pp. 137-138) : 

1) Murtahin berhak untuk melakukan penahanan barang gadai 

hingga semua kewajibannya lunas. 

2) Marhun beserta pemanfaatannya tetap dimiliki rahin. 

3) Pemeliharaan dari marhun adalah kewajiban pihak rahin. 

4) Besarnya biaya dari pemeliharaan bukan didasari besarnya dari 

utang. 

5) Dijualnya barang yang digadaikan 

a) Ketika jatuh tempo meminta kepada rahin untuk melunasi 

utangya.  



 

 

b) Bila masih tak dilunasi, barang yang digadaikan dapat 

dilelang di pelelangan syariah. 

c) Uang dari dijualnya barang gadai dipergunakan sebagai 

pelunasan utang dan biaya lain yang belum dibayarkan. 

d) Kelebihan dan kekurangan dari penjualan adalah hak dan 

kewajiban rahin. 

Jika ada yang tidak melunasi utangnya dan berselisih maka 

diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) bila tak dicapai mufakat dalam 

permusyawarahan. 

2. Rukun dan Syarat Akad Gadai (Rahn) 

a. Rukun Gadai 

Yang harus terpenuhi dalam akad gadai yakni terdiri dari pihak 

yang melakukan akad gadai (rahin), benda yang digadaikan (marhun), 

penerima gadai (murtahin), alasan menjadikannya gadai, serta sifat 

dari akadnya (Rusyd, 1995, p. 351). 

b. Syarat Sah Gadai 

1) Ijab qabul (sighat) 

Ijab qabul dapat dilakukan dengan perkataan dan bisa dilakukan 

dengan tulisan dengan didalamnya terkandung maksud dari akad 

gadai anatar pihak-pihak yang bergadai. 

2) Orang yang berakad (aqid) 

Syarat wajib bagi aqid gadai untuk kedua belah pihak adalah : 

baligh, berakal, serta karena kemauannya sendiri. 

3) Terdapat benda atau objek akan digadaikan (marhun) (Anshori, 

Gadai Syariah Di Indonesia, 2011, p. 115). 

4) Berakhirnya Akad Gadai (Rahn) 

Akad gadai akan berakhir jika (Muhammad & Hadi, 2003, p. 15): 

a) Utang rahin telah lunas kepada murtahin. 



 

 

b) Tidak terpenuhinya rukun serta dan syarat dari gadai. 

c) Adanya pihak yang mengingkari akad yang disepakati. 

 

F. Koperasi 

 1. Pengertian Koperasi  

Koperasi dalam sejarahnya lahir dari kata co yang dengan artian 

bersama dan operation yang bermakna usaha, bila dialihbahasakan berarti 

bekerjasama bersama orang lain guna dalam rangka meraih suatu tujuan 

(Hadikusuma, 2005, p. 1).  Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1967 Tentang Koperasi, Koperasi Indonesia yakni organisasi ekonomi 

rakyat berwatakan sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang No. 12, 1967). 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 manyatakan 

bahwa koperasi ialah lembaga usaha yang beranggotakan orang-

perseorang ataupun badan hukum yang dalam kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerak dari ekonomi rakyat yang 

didasari asas kekeluargaan (Undang-Undang No. 25, 1992). Koperasi yang 

merupakan gabungan dari beberapa orang dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan ekonomis dengan pegelolaan sebuah usaha oleh para 

anggotanya sebagai pemilik dan pengguna dari jasa koperasi. Koperasi 

merupakan badan usaha dengan berorientasikan mewujudkan kemandirian 

dari pengguna jasa (user oriented firm) dan bukanlah modal terkumpul 

layaknya badan usaha lain diamana orientasinya pada para investor 

(investor oriented firm) (Burhanuddin, 2013, pp. 1-2).  

Adapun perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya dapat 

ditinjau dari berbagai aspek diantaranya: 

 

 



 

 

Tabel. 3 

 

 2. Prinsip Koperasi 

Prinsip adalah unsur pembangun yang digunakan sebagai acuan 

pada saat akan memulai kegiatan dalam rangka mewujudkan sebuah 

tujuan. Adapun yang menjadi prinsip koperasi antara lain: 

a. Keanggotaan terbuka dan sukarela. 

b. Pengelolaan koperasi dikerjakan secara demokratis.  

c. SHU dibagikan adil dengan prosentase yang sama besar 

dengan kontribusi usaha masing-masing anggotanya. 

d. Imbalan modal diberlakukan secara terbatas. 

e. Mandiri, dimana koperasi harus independen dan tidak 

bergantung dengan pihak dari manapun (Burhanuddin, 

2013, pp. 13-15). 

Sedangkan tujuan dari pengembangan koperasi yang 

berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah ialah: 



 

 

a. Program pemberdayaan ekonomi secara signifikan pada 

khususnya kaangan UMKM dan koperasi dengan sistem 

yang sesuai syariah. 

b. Memajukan ekosistem ekonomi syariah didalam kegiatan 

UMKM pada khususnya dan perekonomian Indonesia. 

c. Mensupport dan kontribusi masyarakat dalam menunjang 

koperasi yang berbasis syariah (Kep/M.KUKM/IX/2004, 

2004). 

 3. Keanggotaan Koperasi 

Pada dasarnya seluruh warga Negara Republik Indonesia dapat 

menjadi anggota koperasi asalkan dapat menjalankan kegiatan koperasi 

yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ADRT (Burhanuddin, 

2013, p. 50). Adapun beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam 

menjadi anggota koperasi yaitu: 

a. Didasarkan atas persamaan tujuan ekonomi dalam lingkup 

usaha badan koperasi. 

b. Keanggotaan diproleh dan berakhir ketika syarat yang 

sebagaimana telah diatur ADRT terpenuhi. 

c. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan karena tujuan 

ekonomi koperasi melekat pada yang bersangkutan.  

Anggota berkewajiban dan berhak yang sama aatas 

koperasi sebagaimana termuat dalam ADRT (Undang-

Undang No. 25, 1992). 

 4. Sumber Permodalan Koperasi 

Sumber permodalan dalam menjalankan koperasi yakni 

sebagaimana berikut: 

a. Modal anggota sendiri, yang terdiri atas: 



 

 

1) Simpanan pokok, yakni besarnya uang yang 

jumlahnya sudah ditentukan yang diwajibkan 

disetor ketika awal masuk anggota koperasi. 

2) Simpanan wajib, merupakan besarnya uang yang 

diwajibkan dibai‟ar anggota kepada koperasi namun 

besarnya nominal tak sama. Contohnya adalah 

simpanan pokok, simpanan ini digunakan sebagai 

modal utama dalam menjalankan usaha. 

3) Dana cadangan, ialah besarnya uang penyisihan dari 

SHU yang berfungsi menambah modal koperasi dan 

mengcover kerugian bila koperasi mengalami 

kerugian.  

4) Hibah, yakni modal yang diberikan tanpa disertai 

imbalan tertentu.  

Modal koperasi yaang didapatkan dari pembiayaan diantaranya 

berbentuk utang. Adapun sumbernya dapat diperoleh atas: anggota sendiri, 

pinjaman dari anggota atau juga dari koperasi lainnya berdasarkan kontrak 

kerjasama, utang bank, obligasi dan surat utang, dan sumber-sumber lain 

yang sah dan halal (Burhanuddin, 2013, pp. 45-48). 

 

G. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

1. Pengertian BMT  

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri atas sepasang istilah, yakni 

baitulmaal dan baitultamwil. Baitulmaal secara harfiah menjorok kearah 

kegiatan funding dan financing non profit, misalnya zakat, infaq, dan 

sedekah. Sedang baitultamwil yakni sebuah kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana yang bersifat komersil (Huda & Heykal, 2010, p. 363).  

BMT juga disebut sebagai singkatam dari dari Balai Usaha Mandiri 

Terpadu, sebuah lembaga keuangan berskala kecil yang operasionalnya 



 

 

dengan menjalankan prinsip syariah (Soemitra, 2009, p. 451). BMT 

direfleksikan dari penamaannya mengandung dua keutamaan fungsi yakni: 

a. Baitul tamwil (home of development asset), yakni melakukan 

pengembangan kegiatan usaha yang produktif dan usaha investasi 

didalam memperbaiki taraf ekonomi dari pelaku UMKM dengan 

mensupport masyarakat untuk menabung dan BMT melakukan 

pembiayaan pada ekonomi masyarakat. 

b. Baitul mal (home of asset), yakni BMT menampung penitipan dana 

zakat, infak dan sedekah, juga memaksimalkan penyalurannya 

yang aturan dan amanah (Soemitra, 2009, p. 451). 

BMT berdiri dengan tujuan membantu kelompok masyarakat yang 

tidak menjangkau pelayanan kepada Islamic bank ataupun BPRS. 

Prinsipnya berdasarkan nisbah, murabahah, dan wadiah (Huda & Heykal, 

2010, p. 363). Dikarenakan mirip bank Islam BMT dapat dikatakan 

merupakan tunas dari perbankan Islam di Indonesia, BMT menguasai 

sasaran pasar tersendiri, yakni kalangan masyarakat bawah dimana mereka 

tidak menjangkau pelayanan perbankan dan pelaku UMKM yang 

terhambat relasinya dengan kegiatan perbankan secara psikologis . 

Umumnya chiri khas BMT bisa dilihat sebagaimana berikut ini: 

a. Tujuan BMT, ialah mencapai kesejahteraan ekonomi dari 

anggotanya secara signifikan. 

b. Sifat BMT, bersifat mandiri, bertumbuh dan berkembang 

secara swadaya serta pengelolaan yang professional dengan 

orientasi kepada kesejahteraan dari masyarakat di 

sekitarnya. 

c. Visi BMT, mejadi lembaga keuangan mandiri, yang sehat 

dan kuat, serta ibadah anggota yang berkualitas agar 

mampu berperan menjadi khalifah Allah agar tercipta 

kemakmuran anggota. 



 

 

d. Misi BMT, yaitu membebaskan masyarakat dari rentenir, 

kemiskinan, dan kegiatan riba, pemberdayaan peningkatan 

kemampuan dalam sektor ekonomi riil dan lembaga yang 

mewujudkan ekonomi makmur, maju, dan berkeadilan 

dalam pembangunan masyarakat madani berlandaskan 

ketentuan syara dan keridhaan Allah SWT. 

e. Fungsi BMT, diantaranya mengidentifikasi, memobilisasi, 

mengorganisir, mendorong, dan menumbuhkembangkan 

kapasitas ekonomi anggota dan kelompok usaha anggota 

muamalat (pokusma) dan kerjanya; membuat SDM anggota 

kualitas professionalisme islami sehingga makin kuat dalam 

menghadapi perkembangan dan challenge global; dan  

mengorganisir serta menggalangkan potensi masyarakat 

dalam mencapai anggota yang sejahtera dan secara 

signifikan (Soemitra, 2009, pp. 452-453). 

2. Prinsip-Prinsip Utama BMT 

Prinsip fundamental BMT diantaranya: 

a. Ahsan, yakni bermutukan menghasilkan kerja terbaik, 

thayyiban, dan ahsanu ‘amala yakni memuaskan semua pihak 

sesuai dengan nilai salaam yakni keselamatan, kedamaian, dan 

keesejahteraan. 

b. Barokah, atau memiliki daya manfaat, menguatkan relasi, 

transparansi atau terbuka, dan bertanggungjawab penuh pada 

umat. 

c. Komunikasi spiritual guna menguatkan nilai-nilai religiusitas. 

d. Adanya proses demokrasi dan partisipasi yang inklusif. 

e. Adil dan setara, serta tidak ada diskriminasi didalamnya (Huda 

& Heykal, 2010, pp. 365-366). 



 

 

f. Beriman dan bertaqwa pada rabbi dengan menunaikan prinsip 

syariah.  

g.  Kaffah yakni spiritualitas mengarahkan etika dan moral. 

h. Kekeluargaan  

i. Kebersamaan 

j. Mandiri 

Profesional; dan Istiqamah, konsisten (Soemitra, 2009, pp. 

453-454). 

3. Ciri-Ciri Utama BMT 

a. Profit oriented, memaksimalkan pendayagunaan ekonomi untuk 

anggotanya. 

b. Meski bukan lembaga filantropi namun dapat dimanfaatkan dalam 

mengoptimalkan penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk 

mensejahterakan  umat. 

c. Dibangun dengan dasar yang berlandas pada partisipatif aktif 

masyarakat di sekitarnya. 

d. Kepemilikan bersama masyarakat menengah kebawah dari 

lingkungan BMT, bukan dari luar lingkungan masyarakat itu. 

Selain ciri utama, BMT juga memiliki ciri khusus yaitu: 

a. Karyawan dan staf bergerak aktif, dan tidak berdiam diri 

menanti namun mendatangi nasabah, baik sebagai funding 

maupun financing. 

b. Kantor buka dengan ditunggui oleh beberapa pegawai yang tak 

banyak sebab pegawai lainya harus bergerak aktif di lapangan. 

c. Adanya pengajian rutin oleh BMT yang pada kegiatannya 

setelah pengajian aka nada pembahasan mengenai bisnis 

anggotnya. 

d. Managerial BMT dilakukan dengan professionalisme dan 

syariah, dimana: 



 

 

1) Pencatatan keuangan dijalankan menggunkan sistem 

akuntasi sesuai PSAK Akuntansi Syariah. 

2) Aktif jemput bola, memecahkan permasalahan dengan 

tajam dan menyelesaikannya dengan bijak, dan solutif. 

3) Dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku berdasarkan 

ahsanu ‘amala (serive ex-cellence) (Soemitra, 2009, pp. 

454-455). 

Adapun struktur organisasi pada BMT dapat dicermati pada bagan 

dibawah ini: 

Gambar. 1 

Skema hubungan empat struktur BMT 

 

 

Gambar. 2 

Organisasi badan pengelola BMT 

 

 



 

 

Gambar. 3 

Organisasi badan pengelola BMT dengan lengkap 

 

H. Landasan Teologis 

1. Landasan Teologis Akad 

Landasan teologis mengenai akad disandarkan pada Firman Allah 

SWT dalam Q.S. Al-Maidah Ayat: 1 

صِِۗ  ْٛ ٌْؼمُُ ا ثِب ْٛ فُ ْٚ ا اَ ْٰٓٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ب اٌَّظ٠ِْ َٙ  …٠ٰٰٓب٠َ 

 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad…”  

‘uqud pada akhir kalimat mengandung makna jamak atau dan 

mengerucut ada dua perikatan atau lebih, yakni ketika seseorang berakad,  

lalu ada pula orang lain yang menyepakati akad itu dan menyatakan 

sebuah perjanjian yang berkaitan kepada perjanjian yang pertama, maka 

kemudian terjadi dua perjanjian anatara pihakpihak yang berhubungan satu 

sama lain yang disebut dengan akad (perikatan) (Suhendi, 2013, p. 45). 

Disini Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk memenuhi 

akadnya. Pada kata akad menunjukan secara umum dan tidak 

mengkhususkan kepada suatu akad tertentu. Kesimpulannya Allah SWT 



 

 

memperbolehkan semua akad dan sebagai orang beriman hukumnya 

diwajibkan untuk memenuhi akadnya (Wahid, 2019, p. 35) 

 

2. Landasan Teologis Hybrid Contract  

Ibnu Mas‟ud meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda: 

 ٔٙٝ عؿٛي الله ػٓ صفمز١ٓ فٟ صفمخ ٚادضح

“Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad.” (HR. Ahmad, 

al Bazar dan ath-Thabrani). 

Namun menurut Nazih Muhammad („Abd Allâh , 2001), disebutkan 

bahwa : 

غاَ ِؼبٍِخ (صفمخ) رشزًّ ػٍٝ ػمض٠ٓ فأوضغ، وبٌج١غ اْ ٠زفك اٌطغفبْ ػٍٝ ئث 

 ٚالاجبعح ٚاٌٙجخ ٚاٌٛوبٌخ ٚاٌمغض ٚاٍِؼاعػخ ٚاٌصغف ٚاٌشغوخ ٚاٍِعبعثخ.....

اٌز، ثذ١ش رؼزجغِٛججبد رٍه اٌؼمٛص اٍِجزّؼخ، ٚج١ّغ اٌذمٛق ٚالاٌزؼاِبد اٍِغرجٗ 

صآصبع اٌؼمض اٌٛاحػ١ٍٙب جٍّخ ٚدضح، اٌزمجً اٌزفغ٠ك ٚاٌزجؼ ئخ ٚالأفصبي، ثّضبثخ  .  

“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang 

mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, 

hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf (penukaran mata uang), 

syirkah, mudhârabah, dst., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang 

terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya 

dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, 

sebagaimana akibat hukum dari satu akad.” 

ػٍٝ ؿج١ً اٌجّغ أٚ  –ؼمض ِجّٛع اٌؼمٛص اِل١ٌخ اٍِزؼضصح اٌزٟ ٠شزًّ ػ١ٍٙب اٌ 

ثذ١ش رؼزجغ ج١ّغ اٌذمٛق ٚالاٌزؼاِبد اٍِزغرجخ ػ١ٍٙب ثّضبثخ اصبع اٌؼمض اٌٛادض –اٌزمبثً  .  

“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, 

baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak 

dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari 

satu akad”. 

Rasulullah SAW dengan tegas menharamkan tiga bentuk akad 

gabungan, diantaranya gabungan antara jual beli (bai‘) dengan utang 

(qardh), dua buah akad jual beli didalam sebuah akad jual beli beserta dua 

buah transaksi dalam sebuah transaksional. Ibnu al-Qayyim memiliki 

perspektif  bahwasanya Rasul mengharaman akad berganda antara 

memberi qardh dengan jual beli, meski pada kedua akadnya tersebut 

apabila berlakunya sendiri masing-masing maka hukumnya boleh. 



 

 

Dilarangnya penggabungan ini dilakukan dalam satu akad agar terhindar 

dari riba yang haram (Agustianto, 2014, p. 10). Seluruh akad jika 

memiliki unsur jual beli diharamkan dicampur akad qard dalam sebuah 

akad transaksi, seperti halnya sewa dengan utang pitang, salam dengan 

utang, sarf dengan utang, dan lain sebagainya (Najamuddin, 2013). 

Menurut Nazih Hammad meskipun terdapat multi akad yang 

haram, pada dasarnya prinsip hybrid contract adalah boleh, dan hukumnya 

dapat dianalogikan berdasrkan dari hukum asalnya akad-akad 

konstruksinya. Maknanya tiap akad mu‟amalah jika terdiri dari gabungan 

akad yang hukum asalnya adalah halal selama akad-akad yang 

konstruksinya dibolehkan. Ketentuan mengenai penggabungan akad 

menghasilkan celah pembuatan suatu transaksi mu‟amalah dengan model 

yang mengandung banyak akad. Hal ini berlaku seacara umum, 

dikarenakan beberapa dalil ada yang mengharamkannya pun memiliki 

pengecualian, dan hukum dari pengecualiannya ini tidak dapat 

diimplementasikan secara menyeluruh pada semua kegiatan mu‟amalah 

mengenai hybrid contract (Wahid, 2019, p. 32). 

As-Syatibi berependapat bahwasanya kaidah dalam ibadah dan 

mu‟amalah itu berbeda, ia berpandangan bahwa kaidah dari beribadah 

adalah melaksanakannya (ta’abbud) dari apapun yang diperintahkan Allah 

serta tidak diberlakukan untuk menafsirkan hukumnya. Sedangkan kaidah 

bermu‟amalah ialah didasari substansinya dan bukanlah pada praktiknya 

(iltifat ila ma’ani). Perihal peribadahan tidak dapat dimodifikasi dengan 

apapun yang telah ditetapkan, namun pada aspek mu‟amalah memiliki 

peluang dan celah yang terbuka lebar jika dilakukan modifikasi atau 

temuan baru, karena prinsip dasar mu‟amalah adalah tentang 

dibolehkannya berbeda dengan perintah melaksanakan ibadah (Agustianto, 

2014, pp. 111-112). 

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kaidah dari semua bentuk 

mu‟amalah ialah boleh, kecuali adanya dalil yang mengharamkannya. 

(Agustianto, 2014, p. 110). Selebihnya ia juga berpendapat multi akad 



 

 

solusi dan jalan keluar yang diperbolehkan syariat selama memiliki 

manfaat dan tidak ada larangan dalam agama. Karena asal hukum dari 

sahnya syarat bagi semua akad yang tak bertentangan syariat serta 

memberikan kebermanfaatan bagi umat (Wahid, 2019, p. 34). 

 

3. Landasan Teologis Ījarah dan IMBT 

a. Al-Qur‟an 

Q.S Az-Zukhruf ayat: 32 

 ُْ ُٙ عَفؼَْٕبَ ثؼَْ عَ َٚ ١َْٔبۙ  ٌْذ١َٰٛحِ اٌض  ُْ فِٝ ا ُٙ ؼ١ِْشَزَ َِّ  ُْ ُٙ َٕب ث١ََْٕ ّْ َـ ُٓ لَ ذَ عَثهَِِّۗ ٔذَْ َّ َْ عَدْ ْٛ ُّ ِـ ُْ ٠مَْ ُ٘ اَ

 َْ ْٛ ؼُ َّ ب ٠جَْ َّّ ّ ِِ َّ ذُ عَثهَِّ س١َْغ   عَدْ َٚ ُْ ثؼَْعًب ؿُشْغ٠ًِّب ِۗ ُٙ ١َّزَّشِظَ ثؼَْعُ ٌِ قَ ثؼَْطٍ صعََجٰذٍ  ْٛ  فَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah 

yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 

telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. 

Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 

  

Q.S Al-Qasas ayat: 26 

 ُٓ ١ْ ِِ ٞ  الْاَ ِٛ مَ ٌْ ِٓ اؿْزأَجَْغْدَ ا َِ َّْ س١َْغَ  ب ٠ٰٰٓبثَذَِ اؿْزأَجِْغُْٖ اِۖ َّ ُٙ  لَبٌذَْ ادِْضٰى

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 

ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang 

yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat dan dapat dipercaya”. 

Q.S Al-Baqarah ayat: 233 

فِِۗ  ْٚ ؼْغُ  َّ ٌْ ُْ ثبِ ُ بٰٓ اٰر١َْز َِّ  ُْ زُ ّْ ُْ اطِاَ ؿٍََّ ُْ فلََ جَُٕبحَ ػ١ٍََْىُ لَاصوَُ ْٚ ا اَ ْٰٓٛ زغَْظِؼُ ْـ ْْ رَ َ ُْ ا ْْ اعََصْر  اِ َٚ

َْ ثص١َِْغ ْٛ ٍُ َّ ب رؼَْ َّ َ ثِ َّْ اللّٰه ا اَ ْٰٓٛ ُّ اػٍَْ َٚ  َ ارَّمُٛا اللّٰه َٚ  

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembai’aran dengan cara yang 

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan”. 

Q.S At-Thalaq ayat: 6 

... ّٓ ُ٘ عَ ْٛ ّٓ اجُُ ُ٘ ْٛ ُ ُْ فَب ر َٓ ٌىَُ ْْ اعَْظَؼْ  …فَبِ



 

 

Artinya: “…jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka”. 

b. Hadits 

Dari Abdul Razzaq dari Abu Hurairah r.a dan Abu Said al-Khudri r.a, 

Rasulullah SAW bersabda: 

ُٗ أجَْغَُٖ  ّْ ٍِ ١ؼُْ ٍْ ِٓ اؿْزأَجَْغَ أج١َِْغًا فَ َِ  

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya”.(HR. Ibnu Majah) 

Ahmad, Abu Daud, dan Nasa‟i dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, dengan teks 

Abu Daud meriwayatkan: 

ب َٙ ب، فََٕ َٙ ْٕ ِِ بءِ  َّ ٌْ بؿَؼِضَ ثبِ َِ َٚ عْعِ  َٓ اٌؼَّ ِِ  ْٟ الِ َٛ ّـَ ب ػٍََٝ اٌ َّ يُ اللهِ وَُّٕب ٔىُْغِٞ الْعَْضَ ثِ ْٛ ٔبَ عَؿُ

خٍ  ْٚ فِعَّ َ٘تٍ أَ ب ثظَِ َٙ ْْ ٔىُْغ٠َِ غََٔب أَ َِ أَ َٚ ٌِهَ  ْٓ طَ َُ ػَ ؿٍََّ َٚ  ِٗ ٌِ آ َٚ  ِٗ  صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bai’aran) hasil 

tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka 

Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan 

agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)”. 

H.R. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf Muzani, Rasulullah SAW bersabda: 

ََ دَلَ  ٍْذًب دَغَّ َٓ ئلِاَّ صُ ١ ِّ ٍِ ْـ ُّ ٌْ َٓ ا ٍْخُ جَبئؼِ  ث١َْ َْ ػٍََٝ اٌَص  ٛ ُّ ٍِ ْـ ُّ ٌْ ا َٚ ب  ًِ ًَّ دَغَا ْٚ أدََ لاً أَ

ب ًِ ًَّ دَغَا ْٚ أدََ ََ دَللَاً أَ ُْ ئلِاَّ شَغْغًب دَغَّ ِٙ  شُغُٚغِ

Artinya: “Perjanjain boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali 

perjanjian yang diharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, 

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.  

c. Kaidah Fiqih 

ب َٙ ِّ ً  ػٍََٝ رذَْغ٠ِْ ١ْ ٌِ ْْ ٠ضَيَُّ صَ لدَِ الِْإثَبدَخُ ئِلاَّ أَ َِ ؼَب ُّ ٌْ ًُ فِٝ ا  الَصَْ

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 

 

 



 

 

4. Landasan Teologis Gadai (Rahn) 

Gadai memiliki hukum jaiz atau boleh berdasar Al-Qur‟an, sunnah, 

dan ijma (Sabiq, 1996, p. 139). Adapun landasan teologis gadai ialah : 

c. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 283 

 ُْ َٓ ثؼَْعُىُ ِِ ْْ اَ ظَخ  ِۗفَبِ ْٛ مْجُ َِّ   ٓ ٰ٘ ا وَبرِجبً فغَِ ْٚ ُْ رجَِضُ ٌَ َّٚ ٝ ؿَفغٍَ  ٍٰ ُْ ػَ ُ ْٕز ْْ وُ اِ َٚ

ب  َٙ ّْ ْٓ ٠َّىْزُ  َِ َٚ  
َِۗ بصحَ َٙ ٛا اٌشَّ ُّ لَا رىَْزُ َٚ  ِۗ ٗٗ َ عَثَّ َّكِ اللّٰه ١ٌْزَ َٚ  ٗٗ َ بٔزَ َِ َٓ اَ ِّ ُ ١ٍْإَُصِّ اٌَّظِٜ اؤْر ثؼَْعًب فَ

  ُ ١ْ ٍِ َْ ػَ ْٛ ٍُ َّ ب رؼَْ َّ ُ ثِ اللّٰه َٚ  ِۗ ٗٗ جُ ٍْ ُ  لَ  ٰٓ اٰصِ ٗٗ  فَبَِّٔ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak 

secara tunai) sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya 

(hutang) dan hendaklah ia bertaqwa pada Allah Tuhannya”. 

d. As-Sunnah 

ؿٍََّ  َٚ  ِٗ َّْ إٌَّجِٟ َّ صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ ب أَ َٙ َٟ اللهُ ػَٕـْ ْٓ ػَبئشَِخَ عَظِ َُ اشْزـغََٜ ػَ

ْٓ دَض٠ِْضٍ )عٚاٖ اٌجشبعٞ  ِِ ََُٕ٘ٗ صِعْػًب عَ َٚ  ًٍ َٝ أجََ صٍِّٞ ئٌِ ْٛ ُٙ ْٓ ٠ـَ ِِ ب  ًِ غَؼَب

 ِٚـٍُ

Aisyah r.a. berkata “Rasulullah membeli makanan dari seorang 

Yahudi dan meminjakan kepadanya baju besi”. (H.R Bukhari dan 

Muslim). 

 

Dari Abu Hurairah r.a. “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari 

pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 

menanggung resikonya” (H.R Asy‟ Syafii, Al-Daraquthni, dan Ibnu 

Majah). 

 

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : “Apabila ada ternak 

digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima 

gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila 

ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum 

(oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan 

biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia 

harus mengeluarkan biaya (perawatannya)”. (H.R. Jamaah kecuali 

Muslim dan Nasai-Bukhari). 

 

 



 

 

5. Landasan Teologis BMT 

 a. Al-Qur‟an  

 Q.S. Al-Baqarah ayat 279 

 ِِّ ُْ رفَْؼٍَُٛا۟ فَأطَُْٔٛا۟ ثذَِغْةٍ  ِ ٱَٓ فَاِْ ٌَّ ِٗ  لِلَّ ٌِ عَؿُٛ ُْ لَا  ۖۦَٚ ىُ ٌِ َٰٛ ِْ َ ُْ عُءُٚؽُ أ ُْ فٍَىَُ ُ ئِْ رجُْز َٚ  

ْٛ ُّ لَا رظٍَُْ َٚ  َْ ٛ ُّ ٍِ   رظَْ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan 

jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” 

Q.S. Al-Baqarah ayat 275 

 ِۗ ؾِّ َّ ٌْ َٓ ا ِِ  ُٓ ْٞ ٠زَشََجَّطُُٗ اٌش١َّْطٰ َُ اٌَّظِ ْٛ ب ٠مَُ َّ َْ اِلاَّ وَ ْٛ ُِ ْٛ ثٰٛا لَا ٠مَُ َْ اٌغِّ ْٛ َٓ ٠َأوٍُُْ ُْ اٌََّظ٠ِْ ُٙ ٌِهَ ثِبََّٔ طٰ

 ِِّ ػِظَخ   ْٛ َِ  ٖٗ ْٓ جَبۤءَ َّ ثٰٛاِۗ فَ ََ اٌغِّ دَغَّ َٚ ج١َْغَ  ٌْ ُ ا ًَّ اللّٰه ادََ َٚ ثٰٛاۘ  ًُ اٌغِّ ضْ ِِ ج١َْغُ  ٌْ ب ا َّ ا أَِّ ْٰٓٛ ٗ  لَبٌُ ثِّ ْٓ عَّ

ىِٕهَ اصَْذٰتُ إٌَّ 
ٌٰۤ ْٓ ػَبصَ فَبُٚ َِ َٚ  ِۗ ِ ٰٓ اٌَِٝ اللّٰه ٖٗ غُ ِْ اَ َٚ ب ؿٍَفََِۗ  َِ  ٗٗ ٝ فٍََ ٰٙ زَ ْٔ َْ فَب ْٚ ٍِضُ ب سٰ َٙ ُْ ف١ِْ ُ٘ بعِ ۚ   

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka 

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

b. Hadits 

H.R. Muslim no. 2971 

َ٘تِ  َ٘تُ ثِبٌظَّ َُ اٌظَّ ؿٍََّ َٚ  ِٗ ِ صٍََّٝ اللَّّٰ ػ١ٍََْ ِ لَبيَ لَبيَ عَؿُٛيُ اللَّّٰ ّٞ ٌْشُضْعِ ْٓ أثَِٟ ؿَؼ١ِضٍ ا ػَ

ضْ  ِِ ٍْخِ  ِّ ٌْ ٍْخُ ثِب ِّ ٌْ ا َٚ غِ  ّْ َّ غُ ثِبٌز ّْ اٌزَّ َٚ اٌشَّؼ١ِغُ ثِبٌشَّؼ١ِغِ  َٚ جغُِّ  ٌْ ٌْجغُ  ثبِ ا َٚ خِ  ٌْفِعَّ خُ ثبِ ٌْفِعَّ ا َٚ ًٍ ضْ ِّ ل ثِ

اء  ٠ضًَ  َٛ ِٗ ؿَ ؼْطِٟ ف١ِ ُّ ٌْ ا َٚ ِٚ اؿْزؼََاصَ فَمضَْ أعَْثَٝ ا٢سِظُ  ْٓ ػَاصَ أَ َّ ا ث١ِضٍَ فَ  

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah  Shallallahu 

'alaihi wa sallam bersabda, "Emas hendaklah dibai’ar dengan emas, perak 

dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma 

dengan kurma, garam dengan garam, bai’aran harus dari tangan ke 

tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, 

sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan pemberi 

statusnya sama (berdosa). 



 

 

H.R. Muslim no. 2995 

ض٠َْ  ِ٘ شَب َٚ وَبرجَُِٗ  َٚ إْوٍَُِٗ  ُِ َٚ ثَب  ًَ اٌغِّ َُ آوِ ؿٍََّ َٚ  ِٗ ِ صٍََّٝ اللَّّٰ ػ١ٍََْ َٓ عَؿُٛيُ اللَّّٰ ْٓ جَبثغٍِ لَبيَ ٌؼََ ِٗ ػَ

اء   َٛ ُْ ؿَ ُ٘ لَبيَ  َٚ  

Jabir berkata bahwa Rasulullah  SAW mengutuk orang yang menerima 

riba, membai‟arnya, dan yang mencatatnya, serta dua orang dari saksinya, 

beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama". 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang data-datanya diperoleh 

bukan dalam bentuk angka, statistik, ataupun bentuk hitungan lainnya. 

Penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis data dari fenomena 

yang berjalan secara mendalam. Adapun fokus dari penelitian ini berupa 

batas masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penulis menfokuskan 

penelitian tentang bagaimana Implementasi Hybrid Contract Akad 

Bergantung/Bersyarat (Al-‘Uqud Al-Mutaqabilah) pada Akad Pembiayaan 

Ījarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) guna mengetahui apakah dalam 

pengimplementasiannya sesuai dengan kaidah yang berlaku atau tidak. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat penelitian 

Tempat penelitian yaitu dilakukan di KSU BMT Dana Mentari 

Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas. 

b. Waktu penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan yakni bulan September tahun 2022. 

C. Sumber Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati fenomena 

dan kondisi lapangan, serta mengambil data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Peneliti membagi sumber data kedalam dua bentuk 

diantaranya: 

1. Data Primer 

Data primer sebagai sumber data utama dalam penelitian ini 

dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Adapun 



 

 

wawancara dilakukan dengan pihak internal yakni pihak manajemen dan 

pegawai  serta nasabah KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto Cabang Karanglewas. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dengan cara tidak 

langsung diperoleh dari buku-buku, 49iterature, dan sumber lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti yakni dari nasabah KSU BMT 

Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas, seperti 

hasil penelitian terahulu, jurnal-jurnal, dan data lainnya yang mendukung 

diperolehnya data penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 1. Observasi 

Menurut Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah 

satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif, sedangkan menurut Moris mendefinisikan observasi 

sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-

instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain 

(Hasanah, 2006). 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi 

partisipatif dan observasi terus terang, observasi partisipatif yakni 

peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan yang diteliti, 

sedangkann observasi terus terang yaitu peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data melakukan terus terang kepada sumber data (Sugiono, 

2016). Objek observasi dalam penelitian ini adalah skema pembiayaan 

IMBT.  

2. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara terhadap pelaku yang 

bersangkutan baik dari pihak internal management BMT dan juga pihak 



 

 

eksternal yakni anggota atau nasabah dari KSU BMT Dana Mentari 

Muhammadiyah Purwokerto terhadap penelitian ini dengan tujuan 

menggali serta memperoleh informasi mengenai hal yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Merupakan sebuah metode pengumpulan data kualitatif dengan 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau 

orang lain guna mendapatkan gambaran serta sudut pandang subjek 

melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya yang ditulis atau 

dibuat langsung oleh KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto. 

4. Triangulasi Data 

Triangulasi data merupakan proses menggali kebenaran informasi 

dari data yang diperoleh menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, arsip, hasil wawancara dan observasi dari satu subjek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dengan tujuan 

memberikan pandangan atau insights yang akan berbeda pula mengenai 

fenomena yang sedang diteliti, dari perbedaan pandangan tersebut 

nantinya akan melahirkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas 

untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang 

diperoleh dari hasil waancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara 

sistematis dan terorganisir kedalam beberapa kategori, kemudian 

menjabarkanya kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam 

pola, memilah dan memilih mana yang penting dan tidak untuk dipelajari, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Secara umum penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data 

banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan  oleh Miles dan 



 

 

Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. 

Mereka menguangkapkan aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. 

Adapun aktifitas dalam analisis data kualitatif pada penelitian 

kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermuah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

2. Display data (penyajian data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Berbeda dengan kuantitatif, dalam penelitian kualitatif penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini  dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

bahkan tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis ataupun 

teori (Wijaya & Umrati, 2020: 87-90).  



 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Gambaran Umum KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto 

Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wat Tamwil disingkat KSU 

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan sebuah 

badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan mikro syariah  yang 

berbentuk Koperasi. BMT sebagai lembaga yang terbentuk atas istilah 

yakni baitulmaal dan baitultamwil, baitulmaal lebih pada dasarnya 

mengacu pada usaha non-profit, sedangkan baitul tamwil sebagai satu 

usaha profit oriented. Kegiatan tersebut menyatu dan tidak dapat 

dipisahkan dari BMT sebagai lembaga penyokong aktiftas ekonomi 

masyarakat bawah yang bernafaskan islam (Huda & Heykal, 2010, p. 

363). 

Sejalan dari definisi yang disebutkan diatas KSU BMT Dana 

Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai lembaga keuangan 

syariah yang diminati oleh masyarakat dalam menjalankan usaha mikro 

sampai menengah jika dilihat dari banyaknya anggota/nasabah yang 

merupakan pelaku UMKM. Dengan beralamatkan pusat di Karanglewas 

Purwokerto Barat tepatnya Jalan Kapten Patimura 329. Saat ini terdapat 

7 Kantor Layanan yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten 

Banyumas yang tediri dari:  

1. Kantor Layanan Cabang Pasar Pon 11-12  Purwokerto.  

2. Kantor Layanan Cabang Karanglewas Jalan Raya Kapten Patimura 

392 Karanglewas Purwokerto Barat. 

3. Kantor Layanan Cabang Cilongok Jalan Raya Ajibarang Pernasidi. 

4. Kantor Layanan Cabang Karangwangkal Jalan Dr. Suparno 90 

Karangwangkal Purwokerto Utara. 



 

 

5. Kantor Layanan Cabang Kembaran Jalan Raya Larangan-Kembaran 

(Sebelah Utara Pasar Larangan).  

6. Kantor Layanan Cabang Sokaraja Jalan Menteri Supeno RT3/RW5 

Sokaraja Tengah.  

7. Kantor Layanan Cabang Ajibarang Jalan Alwizaenudin 07 Ajibarang 

Wetan (Taman Kota). 

Adapun Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto antara lain:  

Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang Handal  

Misi :  1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah  

2. Peningkatan Sumer Daya Manusia  

3. Penggunaan Informasi Teknologi Berbasisi Syariah 

 

2. Sejarah KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 

Pada tahun 1995 banyak tumbuh berbagai lembaga keuangan BMT 

di tanah air, satu diantaranya banyaknya BMT yang hadir pada saat itu 

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang digagas 

beberapa tokoh pendiri dan bekerjasama dengan Yayasan Baitul Maal 

Muhammdiyah (YBMM). Tokoh-tokoh pendiri pada saat itu diantaranya 

Ahmad Sobirin, Muhammad Sutopo Aji, Waryoto, Khomsatun, Sudiro 

Husodo, dan Nanang Yulianto. Yang bekerja bersama untuk mendirikan 

BMT Dana Mentari Muhammadiyah di Purwokerto.  

BMT ini launcing pada tanggal 1 Oktober tahun 1995, selang tahun 

kedua kemudian dibentuklah legalisasi usaha pada saat itu melalui Dinas 

Koperasi, dan resmilah terbentuklah secara resmi sebuah koperasi dengan 

nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari). Setelah diberikannya 

SK dari Dinas Koperasi, BMT kemudian terus mendapat pembinaan 

manajemen dan pembinaan keuangan hingga BMT semakin berkembang. 

(Dana Mentari blog). 

 



 

 

3. Susunan Organisasi 

Berdasarkan pemilihan pengurus pada Rapat Anggota Tahunan yang 

dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 telah terbentuk pengurus dengan 

susunan sebagai berikut: 

    Gambar. 4 

Struktur Organisasi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 

 

 



 

 

4. Jenis Usaha KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 

Sebagai LKS yang berbentuk KSU setidaknya BMT Dana Mentari 

memiliki 3 jenis layanan utama yakni pembiayaan atau pinjaman, 

simpanan atau tabungan, dan pelayanan lain-lain. 

a. Pelayanan jenis pembiayaan atau pinjaman 

1) Murabahah  

2) Ījarah  

3) Mudharabah  

4) Musyarakah  

5) Qardh . 

6) Rahn  

b. Layanan jenis simpanan atau tabungan 

1) Simpanan dengan bagi hasil 

a) Simpanan Ummat  

b) Simpanan Pendidikan  

c) Simpanan Persiapan Qurban  

d) Simpanan Walimah  

e) Simpanan Hari Tua  

f) Simpanan Haji/Umrah  

g) Simpanan Ibu Bersalin  

h) Simpanan Berjangka  

2) Simpanan Wadiah dan ZIS 

a) Simpanan Wadiah Yad Dhommanah  

b) ZIS (Zakat, Infak, Shaaqoh)  

c. Pelayanan lain-lain 

1) Pelayanan pembai‟aran listrik, air, dan telepon. 

2) Penjualan gas LPG. 

   

 

 

 



 

 

 B. Mekanisme Pembiayaan IMBT 

Pada umumnya yang menjadi objek dari akad pembiayaan IMBT 

disini adalah berupa pembiayaan sewa kendaraan, rumah, dan kios 

pertokoan. Mekanisme pembiayaan IMBT dilakukan bertahap secara 

berurutan diawali dengan pengajuan pembiayaan, dimana pihak pemohon 

akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT dengan datang 

secara langsung ke kantor layanan atau juga melalui petugas marketing di 

lapangan. Kemudian nasabah menyetorkan berkas-berkas yang diperlukan 

untuk melakukan pengajuan kepada petugas admin akad. Pada tahapan ini 

pemohon memberikan jaminan sebagai pengikat berupa BPKP kendaraan 

dan STNK atau menggunakan sertifikat hak milik tanah atau bangunan 

sebagai anggunan. Adapun berkas yang harus diserahkan untuk 

pembiayaan IMBT diantaranya : 

1. Surat Permohonan Pembiayaan, yang berisikan keterangan mengenai 

data diri (nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, no. KTP, dan 

no. telepon). 

2. Melengkapi form mengenai tujuan permohonan, besarnya 

permohonan, jangka waktu pengembalian, besarnya angsuran, sumber 

pengembalian, dan jaminan berupa apa. 

3. Melampirkan dokumen fotocopy KTP suami/istri/orang tua/anak, KK 

& surat nikah, serta lampiran surat jaminan berupa BPKB dan STNK, 

atau SHM tanah atau bangunan, surat rekomendasi dukungan, serta 

pasfoto berwarna dengan ukuran 3x4 (yang mengajukan & saksi).   

Setelah tahap pemberkasan selesai kemudian berkas pengajuan 

diserahkan kepada manager operasional untuk ditindaklanjuti dan 

dipertimbangkan bersama petugas marketing yang melaksanakan survey 

mengenai layak tidaknya acc pembiayaan IMBT kepada pemohon. 

Adapun yang menjadi tolok ukur di-acc tidaknya pembiayaan ada 

beberapa aspek yang dipertimbangkan yakni dengan pertimbangan 5C 1S 

yang meliputi: character (watak dan kepribadian pemohon pembiayaan), 

capacity (kemampuan pemohon pembiayaan), capital (modal dari 



 

 

pemohon pmbiayaan), collateral (jaminan pembiayaan), condition 

(pekerjaan ekonomi lingkungan usaha) dan shariah compliance (melihat 

objek yang dibiayai sesuai syariah atau tidak). Apabila hasil survey 

memenuhi syarat pertimbangan terrsebut maka permohonan pembiayaan 

IMBT dapat di acc dan dilanjutkan pada tahap akad, namun bila tidak 

memenuhi syarat maka pemohon akan diberikan surat keterangan 

penolakan. 

Besarnya ujrah (upah sewa) BMT Dana Mentari menetapkan 14% 

pertahun menggunakan penghitungan anuitas atau 1,2% dari outstanding 

menggunakan perhitungan tetap, biaya pemeliharaan ditanggung penyewa, 

dan kesepakatan pemindahan kepemilikan (wa’d) juga dilakukan di awal 

akad sesuai dengan kesepakatan anatara pihak BMT dan pemohon dengan 

cara hibah di akhir masa akad sewa. 

Gambar. 6 

Mekanisme Pembiayaan IMBT 

 

 

 



 

 

C. Implementasi Hybrid Contract Akad Bergantung/Bersyarat (Al-‘Uqud 

Al-Mutaqabilah)  

Implementasi atau penerapan hybrid contract dalam akad IMBT ini 

jika diuraikan satu persatu menghasilkan tiga tahapan akad yakni rahn 

(sebagai jaminan), ījarah (sewa), dan hibah. Dimana ketiganya saling 

berkaitan satu sama lain, dan transaksi tidak bisa berjalan apabila terdapat 

salah satu akad yang tidak terpenuhi, sesuai definisi akad 

bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutqabilah) sendiri yakni merupakan 

gabungan dari dua akad atau lebih dengan pola akad kedua dan akad 

pertama saling merespon, dan sempurnanya akad pertama dan kedua 

saling bergantung  dengan proses timbal balik, dan seterusnya, singkatnya 

akad saling bergantung satu sama lain (Wahid, 2019, p. 25). Akad 

bergantung/bersayarat (al-‘uqud-al mutaqabilah) pada praktinya dalam 

LKS biasanya merupakan gabungan atara akad muawadah dengan akad 

tabaru’, ini sesuai dengan implementasinya akad pembiayaan IMBT pada 

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang dalam 

praktiknya pembiayaan IMBT yang merupakan akad muawadah pada akad 

ījarah-nya akan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan mengguanakan 

akad hibah yang merupakan akad tabaru’. Sederhananya pertama akad 

rahn pada tahap pengajuan pembiayaan dimana pemohon atau calon 

nasabah akan menggadaikan atau menjaminkan hartanya, biasanya berupa 

BPKP dan STNK kendaraan atau sertifikat hak milik baik tanah atau 

bangunan yang nilainya disesuaikan dengan besarnya pembiayaan ījarah 

sebagai anggunan persyaratan untuk diterima tidaknya permohonan 

pembiayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 107 tantang ījarah 

pada nomor 07-08 yang menyebutkan bahwa pemebri sewa dapat meminta 

penyewa guna memberikan jaminan terhindar dari risiko kerugian pada 

akad ījarah, dengan syarat objek ījarah harus jelas diketahui serta 

tercantum didalam akad (PSAK 107, 2017). 



 

 

Kedua, masuk kepada akad ījarah dimana akad dapat 

direalisasikan apabila tahapan pertama mengenai penjaminan sesuai 

dengan persyaratan dan memenuhi nilai yang ditentukan untuk 

meminimalisir risiko kerugian. Akad ījarah dilaksanakan setelah pihak 

BMT melakukan survey dan mendiskusikannya, apabila BMT menyetujui 

kemudian BMT membeli asset yang ddiperlukan nasabah. BMT membuat 

kontrak akad ījarah dengan nasabah untuk suatu periode tertentu dan asset 

tersebut diserahkan kepada nasabah pada saat terjadnya akad ījarah. 

Nasabah kemudian membai‟ar sewa setiap bulan dengan jumlah yang 

disepakati. Selain itu nasabah juga wajib melaksanakan kewajibannya 

selain membai‟ar sewa atau ujrah, nasabah menanggung biaya 

pemeliharaan asset yang disewakan dan harus menjaga dan 

mempergunakan asset ījarah dengan baik sesuai dengan akad.  

Ketiga yakni diakhiri akad pemindahan kepemilikan, akad 

pemindahan kepemilikan disini mengacu pada beberapa cara yang 

tercantum dalam PSAK 107 tentang ījarah pada poin IMBT, yakni sesuai 

PSAK 107 tentang ījarah. KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto menerapkan pemindahan kepemilikan menggunakan akad 

hibah. Ketika akad ījarah dan masa sewa berakhir asset yang menjdi objek 

ījarah kemudian menjadi hak milik penyewa dengan BMT menghibahkan 

asset tersebut, adapun alasan mengenai penggunaan hibah dibandingkan 

cara yang lain adalah agar mempermudah transaksi dan perhitungan ujrah 

dan keuntungan sekaligus pada awal akad ījarah, sehingga di akhir masa 

akad sewa tidak perlu lagi dilakukan penghitungan harga jual dari nilai 

penyusutan asset dan lain-lain. 

1. Wawancara dengan Manager Operasional. 

“Akad-akad yang membangun akad IMBT saling berkaitan secara 

langsung, saat pengajuan dari pemohon ke marketing atau datang ke 

kantor layanan dengan melengkapi berkas kepada admin, kemudian 

bagian admin menyerahkan ke manager operasional, setelah itu manager 

operasional dan marketing akan mendiskusikan dan memutuskan diterima 

atau tidaknya pengajuan dengan mempertimbangkan kesesuain dengan 



 

 

kondisi pada saat survey. Yang menjadi penentu paling penting di acc 

tidaknya pengajuan pembiayaan adalah dari collateral jaminan untuk 

anggunan sehingga akad ījarah tidak bisa dilakukan apabila yang 

menjadi jaminan tidak memenuhi syarat atau tidak sebanding nilainya 

dengan besarnya pembiayan yang diajukan. Setelah tahapan awal clear 

barulah dilanjutkan dengan akad ījarah, adapun akad ījarah untuk IMBT 

dilakukan dengan ujrah yang disepakati diawal akad baik secara anuitas 

maupun perhitungan tetap sesuai keinginan pemohon atau nasabah. 

Perpindahan kepemilikan di akhir sewa iajarah pun menggunakan akad 

hibah di akhir akad sehingga setelah ījarah selesai, asset akan langsung 

lunas menjadi hak milik penyewa, sehingga mempermudah perhitungan 

diawal akad tanpa harus menghitung kembali besarnya harga jual dari 

nilai perolehan dan harga penyusutan dibanding menggunakan cara 

pemindahan kepemilikan yang lain”. 

Pada wawancara ini Ibu Endah Priatin selaku manager operasional 

memberikan keterangan mengenai tahapan implementasi multi akad 

(hybrid contract) yang saling bersyarat dan berkaitan diantanya adalah: 

a. Yang pertama pra-akad ījarah yakni tahapan rahn (sebagai 

jaminan), tahapan ini merupakan tahap terpenting karena 

menjadi acuan layak tidaknya permohonan pembiayaan 

diterima atau tidak. Jangan sampai pemohon nantinya 

bermasalah dalam menyelesaikan kewajbannya dalam 

membai‟ar ujrah. 

b. Yang kedua, akad ījarah hanya bisa dilakukan apabila pada 

proses pertama tadi semua sesuai dengan kriteria dan 

persayaratan terpenuhi. Dalam akad ini memuat bahwa 

ksemprnaan akad ījarah bergantung pada smpurnanya akad 

sebelumnya yakni pada rahn sebagai jaminan. Pada tahap ini 

BMT adalah sebagai pemilik dan nasabah sebagai penyewa. 

c. Yang ketiga, pemindahan kepemilikan dilakukan menggunakan 

akad hibah. Akad hibah ini hanya bisa dilakuakan ketika 

nasabah memenuhi kewajibannya dalam membai‟ar sewa 

sampai akhir akad sesuai besarnya harga di kesepkatan akad. 

Tentu akad hibah tidak akan berjalan apabila dalam prosesnya 

yakni pada akad rahn dan ījarah tidak berjalan dengan baik 



 

 

missal terjadi rusaknya akad karena sutu hal tertentu yang dapat 

merusak kesempurnaan akad. 

2. Wawancara dengan Petugas Administrasi Akad. 

“Kalau untuk skema atau mekanisme akad ījarah dari awal 

sampai pemindahan kepemilikan itu ya saling berkaitan karena proses 

pengajuan dari mulai pengajuan dan pemberkasan harus 

menggunakan jaminan anggunan  agar pengajuan itu disetujui, seperti 

akad gadai namun sebagai syarat saja untuk meminimalisir risiko 

kerugian, setelah itu ada petugas melakukan survey apakah kapasitas 

pemohon sesuai kriteria untuk diberikan pembiayaan, jika sudah 

sesuai dengan kriteria maka setelah itu sesuai kesepakatan akad 

ījarah maka nasabah membai’ar sewa selama waktu yang sudah 

ditentukan, untuk ījarah jasa tidak ada pemindahan kepemilikan, 

namun ījarah untuk asset seperti kendaraan atau rumah biasanya 

pemindahan kepemilikan diberikan setelah selesai akad”. 

Terdapat beberapa poin yang menekankan trerkait saling 

berkaitannya syarat dalam akad pembiyaan IMBT yang dijelaskan oleh 

Reni Yuli Astuti selaku petugas admin akad diantaranya: 

a. Yang pertama pengajuan dengan rahn sebagai jaminan 

menjadi penentu diterima tidaknya pengajuan 

pembiayaan agar proses berlanjut ke tahapan akad 

ījarah.  

b. Yang kedua, pada saat setealah selesai tahapan awal dan 

pengajuan disetujui kemudian dilajutkan pada proses 

akad ījarah. Nasabah akan membayar harga sewa sesuai 

kesepakatan sampai akhir akad sewa. 

c. Yang ketiga, setelah selesai masa sewa dan nasabah 

memenuhi kewajibannya dalam mmbai‟ar ujrah sewa 

samapi selesai akad ījarah maka setelah ījarah tersebut 

akan dipindahmilkan kepada nasabah dengan akad 

hibah di akhir akad ījarah. 

 

 

 



 

 

3. Wawancara dengan nasabah pembiayaan IMBT. 

“Untuk dokumen pengajuan ada data diri dan lainnya, selain itu 

kalau mau pengajuan harus ada yang dijaminkan agar pengajuan bisa di 

acc, setelah di acc kemudian dilajutkan dengan akad dan 

penandatanganan dokumen-dokumen, nanti dibuat kesepakatan untuk 

pembai’aran besarnya angsuran, setelah selesai angsuran dan lunas 

barulah barangnya resmi menjadi hak milik misalnya kendaraan, untuk 

biaya-biaya seperti servis ditanggung sendiri karena nasabah yang 

menggunakan barangnya”. 

Keabsahan mekaisme penerapan hybrid contract bergantung/bersyarat 

(al-‘uqud al-mutaqabilah) juga disesuaikan dari pernyataan dari Ibu 

Aprilini warga Desa Pejogol yang merupakan nasabah pembiayaan IMBT 

yang menjelaskan bahwa: 

a. Yang pertama, penyerahan anggunan sebagai jaminan 

sebagai syarat disetujui atau tidaknya pembiayaan yang 

diajukan sehingga akad ījarah baru bisa dilaksanakan 

apabila jamninan sebagai agunan telah terpenuhi 

sebagai syarat. 

b. Yang kedua, nasabah membai‟ar sewa sampai dengan 

berakhirnya akad ījarah sesuai harga kesepakatan dan 

dalam waktu yang telah disepakati. 

c. Yang ketiga, penyerahan objek atau asset ījarah 

memang diberikan ketika akad, namun untuk hak 

kepemilikan baru dipindahkan dari BMT kepada 

nasabah pada saat akad ījarah telah selesai dengan 

menggunakan akad hibah. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dicermati bahwa gabungan 

akad ini saling berdiri sendiri namun saling berkaitan. Akad pertama, 

kedua, dan ketiga sebagai penyokong terbentuknya akad IMBT pada 



 

 

penerapannya dilakukan dalam waktu yang berbeda secara berurutan dan 

tidak dalam waktu yang bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian beserta pembahasan mengenai 

implementasi hybrid contract akad bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-

mutaqabilah) yang mana objek dari penelitian ini adalah akad pembiayaan 

ījarah muntahiya bittamlik (IMBT) KSU BMT Dana Mentari 

Muhammadiyah Purwokerto Cabang Karanglewas. Maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa penerapan hybrid contract pada lembaga 

keuangan mikro memang tidak se-complicated dengan hybrid contract 

yang ada di bank syariah, namun sisi baiknya lembaga keuangan mikro 

seperti BMT yang menerapkan skema akad modifikasi secara sederhana 

ini menunjukan bahwa lembaga keuangan mikro di Indonesia pun 

senantiasa berupaya beradaptasi dengan perubahan zaman dalam 

memenuhi kebutuhan produk-produk keuangan yang dinamis ditengah 

masyarakat. Adapun salah satunya yakni implementasi hybrid contract 

oleh KSU BMT Dana Mentari dengan pengimplementasian hybrid 

contract akad bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) dalam 

produk pembiayaan IMBT, dengan penjaminan harta sebagai syarat 

disetujuinya akad ījarah hingga pemindahan hak milik kepada penyewa 

(bittamlik), meski secara umum semua praktik pembiayaan dipastikan 

memerlukan jaminan, namun ditinjau dari fikih mu’amalah tentu ini 

menjadi pembahasan yang berbeda karena penjaminan ini masuk dalam 

kategori akad rahn meskipun dalam praktiknya digunakan sebagai syarat 

permohonan pengajuan pembiayaan bukan sebagai syarat utang atau 

pinjaman seperti pada umumnya akad gadai.  

Tahapan ini menjadi tahap penting yang menentukan 

kesempurnaan akad ījarah yang akan dilaksanakan apabila pada tahap 

rahn telah sempurna. Begitupun pada masa akhir sewa yang diakhiri 



 

 

pemindahan kepemilikan, pemindahan kepemilikan sangat bergantung 

dengan kesmpurnaan dari akad ījarah yang telah disepakati di awal akad 

sebagai hasil dari kesempurnaan akad rahn-nya, demikian implementasi 

sederhana akad bergantung/bersyarat yang diperoleh dari hasil penelitian 

yang penulis lakukan pada dasarnya hukum asal mua’malah adalah boleh 

selama tak ada dalil yang mengharamkannya, namun beberapa praktik 

dalam keuangan islam juga masih perlu diperhatikan lagi kesesuaiannya. 

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa menurut 

aturan yang ada dalam PSAK 107 tentang ījarah disebutkan ada 4 cara 

pemindahan hak milik yakni: 1) hibah; (2) penjualan sebelum berakhirnya 

masa sewa; (3) penjualan sesudah berakhirnya masa sewa; (4) penjualan 

secara bertahap. Namun KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 

Purwokerto tidak melakukan keempat cara itu, KSU BMT Dana Mentari 

Muhammadiyah Purwokerto hanya melakukan satu cara yakni 

menggunakan akad hibah setelah sewa berakhir dan dilakukan pada saat 

awal akad, sehingga ketika masa sewa berakhir objek sewa akan otomatis 

menjadi hak milik penyewa tanpa adanya akad baru lagi. Penerapan hybrid 

contract akad bergantung/bersyarat di KSU BMT Dana Mentari 

Muhammadiyah Purwokerto ini bila ditinjau dari berbagai landasan 

teologis yang telah disebutkan pada pembahasan teori ternyata didapati 

kurang sesuai dengan aturan normtif yang ada pada kaidah akad 

mu’amalah, setelah dilakukan penelitian dan penelaahan ditemukan fakta 

bahwa adanya akad hibah sebagai pemindahan kepemilkan ternyata 

dilakukan diawal akad saat terjadinya akad ījarah yang mana ini tidak 

sesuai kaidah hybrid contract yang sesuai dengan syariah, seharusnya akad 

hibah dibangun setelah akad ījarah selesai, serta akad rahn sebagai 

penjaminan pada praktiknya yangmana harus memiliki kualifikasi nilai 

dan perhitungan komersil, pada prinsipnya akad ini masuk kepada akad 

muawadah jika memperhitungkan nilai dari barang yang dijaminkan, 

meskipun ini dibolehkan dalam PSAK 107 namun penjaminan ini 



 

 

harusnya bukanlah mejadi sebuah hal yang wajib dilakukan bila ditnjau 

dari kaidah fikih secara normatif. 

Adapun masyarakat sebagai nasabah atau anggota sangat meminati 

produk pembiayaan ini karena dinilai lebih mudah bagi masyarakat yang 

membutuhkan pembiayaan cepat dibandingkan harus mengajukan 

pembiayaan ke bank yang prosesnya lebih panjang dan rumit. Secara 

ekonomis masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan konsumsi maupun modal usaha dengan akad IMBT ini. Selain 

itu dampak positif dari adanya produk pembiayaan IMBT di wilayah 

sekitar BMT juga membuat masyarakat setidaknya meminimalisir dari 

menggunakan jasa rentenir yang mrugikan, meskipun dirasa masih perlu 

banyak perbaikan bagi KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah tapi 

secara signifkan lembaga keuangan ini membantu menyelamatkan 

masyarakat sekitar dari praktik rentenir. 

B. Saran  

Adapun beberapa saran yang penulis berikan: 

1. Bagi BMT, produk pembiayaan akad ījarah sebagai produk 

pembiayaan dengan peminat tertinggi sebaiknya pada akad IMBT 

pemindahan kepemilikan berupa akad hibah dilakukan terpisah dengan 

akad ījarah dan tidak dilakukan sekaligus pada akad ijarah agar sesuai 

dengan hukum syara’ dan tidak menimbulkan akad berganda yang 

bertumpuk dalam satu akad muawadah dan tabaru’. 

2. Bagi praktisi keuangan syariah mikro agar mempunyai pemahaman 

yang baik mengenai kaidah-kaidah tentang akad mu’amalah yang 

mendalam agar tidak terjadi kerancuan dalam pengamalan praktik 

keuangan syariah. 

3. Bagi lembaga pendidikan khususnya jurusan perbankan syariah agar 

membekali mahasiswa jurusan perbankan syariah dengan pengetahuan 

yang komprehensif karena nantinya saat lulus mereka 



 

 

bertanggungjawab meluruskan kekeliruan yang ada ditengah 

masyarakat mengenai praktik-praktik mu’amalah dan belum sesuai 

syariah. 

4. Bagi peneliti berikutnya semoga semakin banyak lagi penelitian 

mengenai hybrid contract sebagai bahan refrensi, sebab bidang ini 

merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi didalam studi 

mengenai pengembangan keuangan islam yang acap kali 

membutuhkan pengkajian dan jawaban dari berbagai fenomena 

mu‟amalah kontemporer yang terus bermunculan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

a. Wawancara dengan Ibu Endah Priatin, S,E. selaku Manager Operasional KSU 

BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas  

 

b.  Wawancara dengan Reni Yuli Astuti, S.M. selaku Petugas Administrasi Akad 

KSU BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas  

 

c. Wawancara dengan Ibu Apriliani selaku nasabah Pembiayaan IMBT 

 

 



 

 

Lampiran 2 

Lampiran Transkip Wawancara 

Hari/Tanggal  : Sabtu/17 September 2022 & Selasa 20 September 2022 

Waktu   : 11.00 & 09.00 WIB 

Lokasi : Kantor KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah   

Purwokerto Cabagng Karanglewas 

Nama Narasumber : 1. Ibu Endah Priatin, S.E. 

     2. Reni Yuli Astuti, S.M. 

     3. Ibu Apriliani 

Keterangan  : P : Pewawancara 

N : Narasumber 

 

P : Bagaimana skema melakukan pengajuan pembiayaan 

IMBT mulai dari awal pengajuannya ? 

N (Endah Priatin)  : Pertama pihak pemohon mengajukan permohonan 

pembiayaan dengan datang secara langsung ke kantor atau 

juga melalui petugas marketing di lapangan. Lalu nasabah 

menyetorkan berkas-berkas yang diperlukan untuk 

melakukan pengajuan kepada petugas admin akad. 

Nasabah juga harus memberikan jaminan sebagai pengikat 

berupa BPKP kendaraan dan STNK atau menggunakan 

sertifikat hak milik tanah atau bangunan sebagai anggunan. 

Setelah ditindaklanjuti dan dipertimbangkan bersama 

petugas marketing yang melaksanakan survey mengenai 

layak tidaknya acc pembiayaan IMBT kepada pemohon. 



 

 

P  : Apa yang menjadi bahan pertimbangan layaknya 

pembiayaan itu di acc atau tidak melihat dari aspek apa 

saja? 

N (Endah Priatin)  : Yang menjadi tolok ukur di-acc tidaknya pembiayaan ada 

beberapa aspek yang yakni dengan pertimbangan 5C 1S. 

Apabila hasil survey memenuhi syarat pertimbangan 

terrsebut maka permohonan pembiayaan IMBT dapat di acc 

dan dilanjutkan pada tahap akad, namun bila tidak 

memenuhi syarat maka pemohon akan diberikan surat 

keterangan penolakan. 

P : Bagaimana dengan perhitungan ujrahnya, menggunakan 

cara seperti apa? 

N(Endah Priatin) : Besarnya ujrah (upah sewa) BMT Dana Mentari 

menetapkan 14% pertahun menggunakan penghitungan 

anuitas atau 1,2% dari outstanding menggunakan 

perhitungan tetap. Wa’d dilakukan dengan cara hibah di 

akhir masa akad sewa. 

P : Berkas apa saja yang diperlukan untuk pengajuan 

pembiayaan ? 

N (Reni Yuli Astuti) : Surat Permohonan Pembiayaan, yang berisikan 

keterangan mengenai data diri (nama, alamat, tempat 

tanggal lahir, pekerjaan, no. KTP, dan no. telepon), 

melengkapi form mengenai tujuan permohonan, besarnya 

permohonan, jangka waktu pengembalian, besarnya 

angsuran, sumber pengembalian, dan jaminan berupa apa 

dan juga melampirkan dokumen fc KTP suami/istri/orang 

tua/anak, fc KK & surat nikah, fc surat jaminan berupa 

BPKB dan STNK, atau sertifikat hak milik tanah atau 



 

 

bangunan, surat rekomendasi dukungan, serta pasfoto 

berwarna dengan ukuran 3x4. 

P  : Setelah selesai akad sewa lalu bagaimana cara 

pemindahan kepemilikan dari BMT pada nasabah ? 

N (Reni Yuli Astuti) : Ījarah untuk asset seperti kendaraan atau rumah biasanya 

pemindahan kepemilikan diberikan setelah selesai akad. 

P  : Untuk diberikannya barang dari akad ījarah secara hak 

milik itu dilakukan kapan ? 

N(Apriliani)  : Setelah selesai angsuran dan lunas barulah barangnya 

resmi menjadi hak milik misalnya kendaraan,  

P  : Untuk misalkan ada perbaikan itu biaya perbaikan 

ditanggung oleh siapa ? 

N(Apriliani)  : Untuk biaya-biaya seperti servis ditanggung sendiri 

karena nasabah yang menggunakan barangnya. 
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Lampiran 18 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 19 
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